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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan penyalinan atau penggantian huruf dari satu
abjad ke abjad lain? dengan tetap mempertahankan bunyi asli tanpa mengubah
pelafalannya. Dalam hal ini termasuk transliterasi Arab, yakni penyalinan
huruf dari aksara Arab ke huruf Latin dan bukan terjemahan dari bahasa Arab.
Penggunaan transliterasi ini diharapkan dapat membantu para penulis maupun
pembaca dalam mengidentifikasi serta menggunakan huruf dengan tepat,
sehingga menghindari kesalahan penulisan maupun distorsi makna.
Transliterasi sendiri memiliki berbagai pilihan yang dapat digunakan dalam
karya ilmiah. Namun, dalam hal ini, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang menerapkan model transliterasi Arab-Indonesia yang

mengacu pada standar Library of Congress (LC) Amerika Selatan.

. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin
f b5 T
o« B %) V4
al T e ¢
& TH £ GH
d J a F

2Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/transliterasi




c i K Q
d KH d K
3 D Jd L
3 DH a M
J R O N
J Z 39 W
o S ° H
e SH & ’
ol S S Y
ol D

Hamzah (#) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika hamzah (%) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda (*)

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I [
i Dammah U U
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

f

Qe

Fathah dan Ya

Ai

Adanl

°

j

Fathah dan Wau

Au

AdanU

Contoh kata dengan penggunaan vokal :

1. &S
2. J%
D. Maddah

: (Kaifa)

: (Haula)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

7 L Fathal;t(;eln%:n Alif A A dengan garis di atas
iz, Kasrah dengan Ya I I dengan garis di atas
& Dammah dengan wau U U dengan garis diatas
Contoh:
1. Gl : (mata)
2. A : (rama)
3. J@ : (qila)

N
E:"
A3

: (yamiitu)
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E. Ta Marbiutah
Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbttah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Contohnya:

1. dlilf‘ﬁ\f\iajj  (raudah al-atfal)

5. AbaaliAtiag) : (al-madinah al-fadilah)
3. &) : (al-hikmah)

F. Shaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (=), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

Contohnya:
l. 1-\3) : (rabbana) 5. ?;:’ : (nu‘ima)
2. 1-95-1 : (najjaind) 6. 339 : (‘aduwwu)
3. :_'éij\ : (al-haq) 7. );"‘“2 : (mumayyiz)

4550 (alhaj)
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Jika huruf () « ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (=), maka huruf tersebut ditransliterasikan seperti huruf

maddabh (7).

Contohnya:

1. e : (‘All) (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

2. e : (‘Arabi) (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan oleh
huruf J' (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi bahasa Arab, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa menjadi al-, baik ketika diikuti oleh huruf
syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:
1. &MLJ\ : al-shamsu 3. i dsll al-falsafah
2, A3 4. 4
: al-zalzalah i : al-bilad
. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

G aﬂﬂij . , _
1. U5 . ta’muriina

Xiv



2. 2‘«335\ . al-naw’

By T . .

3. s~ . shai’'un
oo i .

4. ‘—L)c“\ : umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-
Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fizilal al-Qur’an, Al-Sunnah gabl al-tadwin, Al-‘Ibardt Fi ‘Umum al-Lafz
la bi khusiis al-sabab, La Darar Wa La Dirar Fil Islam.
J. LAFZ AL-JALALAH
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah. Contoh:
oA G : dinullah
Adapun ta marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz
aljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

oA A aa : hum fi rahmatillah
K. HURUF KAPITAL
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul, Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallaZzt
bi Bakkata mubarakan, Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an,
Nasir alDin al-Tis, Abii Nasr al-Farabi, Al-Gazali, Al-Mungiz min al-

Dalal, La Darar Wa La Dirar Fil Islam.
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ABSTRAK

Fatimatus Sa’adiya, NIM 210201110115, 2025, Analisis Penolakan Hakim
Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang Disebabkan Karena
Perzinaan Perspektif Magasid Al-Usrah (Studi Kasus Penetapan Nomor
201/Ptd.P/2023/PA.SJJ). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam.
Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahudin Azmi. M. HI

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Magdasid al-Usrah, Pertimbangan Hakim,
Pernikahan Dini

Dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk
menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimum untuk menikah, yakni
19 tahun. Seperti halnya permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yang diajukan oleh orang tua atas anak perempuannya,
yang berusia 17 tahun 6 bulan, dengan pasangannya, yang berusia 16 tahun 6 bulan.
Permohonan tersebut didasari oleh hubungan suami istri yang telah dilakukan di
luar pernikahan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan
berbagai pertimbangan, seperti ketidakmatangan fisik, psikis, serta kesiapan
ekonomi kedua calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan hakim terhadap penolakan tersebut serta menelaahnya melalui
perspektif Magasid al-Usrah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
studi kasus (case approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan
terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif normatif terhadap Penetapan Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ dengan menggunakan perspektif Magasid al-Usrah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menimbang risiko medis bagi
calon mempelai perempuan, seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi
akibat kehamilan di usia remaja. Keduanya dinilai belum matang secara psikologis
dan spiritual serta kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki penghasilan
Rp1.200.000/bulan dianggap tidak cukup untuk menjamin stabilitas rumah tangga.
Hakim mempertimbangkan bahwa mudarat penolakan dispensasi lebih ringan
dibandingkan mudarat persetujuan dispensasi. Hakim menilai pernikahan dini
berpotensi merusak tujuan perkawinan karena ketidaksiapan calon mempelai dalam
membangun rumah tangga. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan
dispensasi kawin telah mencerminkan lima dari tujuh tujuan utama Magqgasid al-
Usrah, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia (Keturunan), menciptakan
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga nilai religius dalam keluarga,
menetapkan dasar kelembagaan keluarga, serta aspek ekonomi keluarga. Namun
demikian, penolakan ini juga menimbulkan potensi penyimpangan terhadap dua
aspek lainnya, yaitu pengaturan hubungan antar jenis kelamin dan pelestarian garis
keturunan.

XX



ABSTRACT

Fatimatus Sa'adiya, NIM 210201110115, 2025, Analysis of the Judge's Rejection
of the Marriage Dispensation Application Caused by Adultery from the
Perspective of Maqasid Al-Usrah (Case Study of Determination Number
201/Ptd.P/2023/PA.SJJ). Thesis. Islamic Family Law Study Program.
Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahudin Azmi. M. HI

Keywords: Marriage Dispensation, Maqgasid al-Usrah, Judges' Consideration, Early
Marriage

Marriage dispensation is the granting of the right to a person to marry even
though he has not reached the minimum age to marry, which is 19 years old. As
well as the application for marriage dispensation in Determination Number
201/Pdt.P/2023/PA. SJJ, which was filed by the parents of their daughter, who is 17
years and 6 months, with her partner, who is 16 years and 6 months. The application
is based on a marital relationship that has been carried out outside of marriage.
However, the panel of judges rejected the application with various considerations,
such as the physical, psychological, and economic readiness of the two prospective
brides. This study aims to analyze the judge's consideration of the rejection and
examine it through the perspective of Magdasid al-Usrah.

This research is a normative legal research with a case study approach. Legal
materials are collected through literature studies on primary, secondary, and tertiary
legal materials. The analysis technique used is a normative descriptive analysis of
Determination Number 201/Pdt.P/2023/PA. SJJ using the perspective of Magdasid
al-Usrah.

The results of the study showed that the judge weighed the medical risks for
the bride-to-be, such as the increase in maternal and infant mortality due to
pregnancy in adolescence. Both are considered psychologically and spiritually
immature and the economic readiness of the prospective husband who has an
income of Rpl1,200,000/month is considered insufficient to ensure household
stability. The judge considered that the harm of refusing dispensation was lighter
than the harm of dispensation approval. The judge assessed that early marriage has
the potential to damage the purpose of marriage because of the unpreparedness of
the bride-to-be in building a household. The judge's consideration in rejecting the
application for marriage dispensation has reflected five of the seven main objectives
of Maqasid al-Usrah, namely maintaining human survival (Descendants), creating
a sakinah family, mawaddah wa rahmah, maintaining religious values in the family,
establishing the institutional basis of the family, and the economic aspects of the
family. However, this rejection also raises potential deviations to two other aspects,
namely the regulation of relations between the sexes and the preservation of the
lineage.

Xx1
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin
antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan dan harapan untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi dengan
dilandasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.® Dalam perspektif zoon politicon,
perkawinan dianggap sebagai ikatan hukum dan sosial antara seorang laki-laki
dan perempuan yang memilih untuk bersatu dalam sebuah hubungan yang
diakui oleh masyarakat dan sistem hukumnya. Perkawinan adalah ikatan yang
kuat yang melibatkan cinta, tanggung jawab, dan bantuan satu sama lain.*

Pernikahan memiliki berbagai tujuan, tergantung pada agama, budaya
dan pandangan masyarakat yang berbeda. Dalam Islam, tujuan pernikahan
antara lain melaksanakan sunah rasul, Menguatkan Ibadah sebagai benteng
kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah.®
Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kesucian diri, mempunyai keturunan,
membentuk keluarga, mempererat hubungan persaudaraan, memperoleh

kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah), menumbuhkan perasaan cinta

3Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1 Wayan Agus Vijayantera, dkk, Perkawinan di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca
Perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  (Surabaya: Pustaka  Aksara, 2023), 1
https://bit.ly/41LEipA

Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut
Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Prosiding Seminar
Nasional Hasil Pengabdian, No. 2 (2022), https://www.e-
prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827/804



dan kasih sayang, serta mencegah zina. Selain itu pernikahan dalam Islam juga
bertujuan untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah.®

Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama
dan kepercayaan masing-masing pasangan tersebut. Dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, syarat melakukan perkawinan adalah jika
perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yakni bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan
menurut agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan
Agama (KUA), sedangkan untuk non muslim seperti orang Hindu, Katolik,
Budha, atau Kristen, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau
Pengadilan Negeri setelah kedua mempelai menikah menurut agama mereka
masing-masing.’

Sehubungan dengan persoalan tidak terlaksananya pencatatan
perkawinan, pada dasarnya tidak mengganggu sah atau tidaknya perkawinan
yang telah dilakukan sesuai hukum agama masing-masing karena itu hanya
masalah administratif. Namun perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan
suami istri yang melakukan perkawinan tidak memiliki bukti sah bahwa

mereka telah menikah secara sah. Oleh karena itu, dari perspektif yuridis, status

®Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
"Pasal 2 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksaan UU No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan



perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki dampak hukum yang berarti
pemerintah tidak dapat mengakuinya (no legal force).®
Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yakni Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga menyebutkan ketentuan yang mengatur
syarat perkawinan, termasuk persyaratan usia minimum untuk menikah,
persetujuan calon pengantin, dan monogami (pernikahan dengan hanya satu
pasangan). Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah menetapkan persyaratan
usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk
wanita. Namun, undang-undang tersebut telah dirubah dan menyatakan bahwa
pria dan wanita memiliki usia yang sama dan tidak ada perbedaan dalam usia
pernikahan, yakni setelah masing-masing mencapai usia 19 tahun.® Perubahan
ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.
Namun pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa
“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak
wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan
sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”°

Pasal ini menunjukkan pada kesimpulan bahwa jika seseorang ingin

menikah tetapi masih di bawah usia pernikahan yang ditetapkan Undang-

8Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 29

%Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan

Opasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan



undang, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan
syarat memiliki alasan yang memang benar-benar mendesak dengan didukung
bukti-bukti yang relevan. Dispensasi kawin sendiri merupakan pemberian izin
kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat
minimum usia untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun. Dengan kata
lain, setiap pasangan baik salah satu atau keduanya yang belum berusia 19
tahun ke atas diizinkan menikah meskipun usia mereka belum mencapai
ketentuan yang berlaku, dan jika keadaan menghendakinya.!

Meskipun pasangan yang belum cukup umur secara hukum masih bisa
menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah
berdasarkan Pasal 7 ayat 2, keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak
selalu sesuai dengan harapan para pemohon. Seperti halnya, majelis hakim
Pengadilan Agama Sijunjung, Sumatera Barat, dalam menolak permohonan
dispensasi kawin dengan putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Permohonan
dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua dari anak perempuannya yang
berusia 17 tahun 6 bulan dan pacarnya yang berusia 16 tahun 6 bulan, yang
mana mereka berdua belum memenuhi batas usia yang ditetapkan Undang-
undang, yaitu 19 tahun. Namun, harapan para pemohon tidak sesuai dengan
penetapan yang dikeluarkan majelis hakim.

Dalam perkara ini, majelis hakim menolak permohonan dispensasi

nikah dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa kedua pasangan yang akan

1 Anonim, “Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tangerang, 21 Desember 2022, diakses 10 Oktober 2024
https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan



menikah tersebut belum berusia 19 tahun yang mana hal ini dinilai masih
tergolong anak-anak dan harus diberikan perhatian khusus baik dari sisi
pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan psikis. Jika dipaksakan
menikah pada usia tersebut yang mana di usia mereka yang terbilang masih
anak-anak dan belum memiliki kematangan fisik dan psikis untuk membina
rumah tangga maka hal ini akan menimbulkan kemudaratan dalam rumah
tangganya karena secara akal, pikiran serta kematangan psikis, spiritualnya
belum siap dan masih di bawah tekanan orang tua dan orang dewasa lainnya,
dan belum siap untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap sendiri. Yang
mana hal ini dapat memicu munculnya pertengkaran bagi kedua belah pihak
dan bisa berakhir dengan perceraian.

Kemudian hakim juga menggunakan kaidah yang terdapat dalam kitab
al-Asybah wan-Nazdir ();'\-Lﬁ\j 3\-:\5‘;\) yang dikarang oleh Imam Jalal al-
din as-Suyiti

Lagddl &5 1550 agakie | e o) liata G lad 13)

Artinya: “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih

ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar

tidak terjadi”.*?

Padahal jika melihat dari perbuatan anak tersebut yang mana mereka telah
melakukan hubungan suami istri diluar nikah sekurang-kurangnya dua kali

dalam kurun waktu 1 tahun. Atas dasar itu juga mereka mengajukan

12Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 19



permohonan dispensasi kawin, namun hasil persidangan di Pengadilan Agama
Sijunjung menolak permohonan mereka.

Oleh karena itu, atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan
perspektif Magqgasid al-Usrah untuk mengkaji dan menganalisis putusan
Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Konsep Maqgasid
al-Usrah adalah konsep yang digagas oleh Jamal al-din ‘Athiyyah, yang mana
konsep Magasid al-Usrah ini merupakan bagian atau cabang dari konsep
Magqasid al-Shari’ah. Jamal al-din ‘Athiyyah merupakan sosok yang masih
bisa dibilang kurang dikenal dibandingkan dengan tokoh-tokoh Magasid Al-
Shari’ah lainnya. Pemikiran Jamal al-din ‘Athiyyah mengenai Magasid al-
Shari’ah berakar dari ketertarikannya pada karya-karya besar Magasid al-
Shari’ah, seperti Magasid Syari'ah al-Islamiyyah karya Ibn Ashar, al-
Mustashfa karya Imam al-Ghazali, dan al-Muwdfagat karya Imam al-Syatibi.
Pandangan ini mendorong Jamal al-din ‘Athiyyah untuk memberikan komentar
dan kritik terhadap konsep Magasid yang disusun pendahulunya, serta
mengembangkan dimensi Magasid yang lebih luas agar relevan dengan isu-
isu kontemporer.:®

Perlu diketahui bahwa teori Magasid al-Shari’ah pada dasarnya
bukanlah teori yang bersifat statis, melainkan terus bergerak dinamis dan

berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, teori ini masih

kerap digunakan oleh para ulama atau akademisi sebagai salah satu alat ijtihad

¥ Muhammad Fauzan Ni’ami, “Mengenal Jamal al-din ‘Athiyyah, Penggagas Magqasid Usrah”,
Pesantren.id, 15 Juni 2023 diakses 28 Oktober 2024 https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-
athiyyah-penggagas-Magasid-usrah-13550/



dalam menganalisis berbagai tantangan yang muncul dan berkembang di
kalangan sosial masyarakat.

Jamal al-din 'Athiyyah menguraikan gagasan Magasid al-SharTah, yang
di dalamnya mencakup konsep Magasid al-Usrah dalam karya bukunya yang
berjudul “Nahwa Taf’ili Magqasid al-Shari’ah”** Secara ringkas, Magqasid al-
Usrah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu
rumah tangga atau pernikahan. Jamal al-din 'Athiyyah mengklasifikasikan
Magqasid al-Usrah ini menjadi tujuh, diantaranya: Mengelola hubungan antara
kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), Memelihara keturunan,
mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, Memelihara garis
keturunan (nasab), Melestarikan religiusitas dalam keluarga, Mengatur aspek-
aspek dasar dalam keluarga, Mengatur aspek keuangan dalam keluarga.

Oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ menarik untuk dikaji lebih dalam, apakah penetapan
terkait permohonan nikah ini telah sesuai jika ditinjau dari Magasid al-Usrah
atau malah sebaliknya. Dengan menggunakan perspektif Magasid al-Usrah ini,
peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan komprehensif mengenai pertimbangan
hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin terhadap Penetapan

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

1“M. Abi Mahrus dan Ibnu Aly Ismail, “Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan di
Indonesia Perspektif Magqasid Al-Usrah”, Minhaj: Studi Ilmu Syariah No. 2 (2022), 212
http://dx.doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.1132
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B. Rumusan Masalah
Terdapat beberapa kesimpulan pokok permasalahan berdasarkan uraian
latar belakang yang diberikan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan
Dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ?

2. Bagaimana Kesesuaian Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi
kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif Magasid al-Usrah?

C. Tujuan Penelitian
Berikut ini adalah tujuan penelitian yang dibuat dengan berdasarkan
rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ mengenai penolakan permohonan dispensasi
kawin.

2. Menganalisis penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin pada
penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ perspektif Magasid al-
Usrabh.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka
diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis
dari beberapa pihak. Manfaat penelitian tersebut diantaranya adalah:
1. Manfaat Teoritis
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat

berkontribusi penting atau memberikan sumbangan pemikiran yang



berarti bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia,

khususnya mengenai pertimbangan hakim saat menolak permohonan

dispensasi kawin.
2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan
wawasan dari penelitian ini, terutama mengenai proses pengambilan
keputusan serta dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan
dispensasi kawin.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk panduan atau
referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mempelajari
lebih lanjut tentang permasalahan yang serupa dari berbagai sudut
pandang.

E. Definisi Operasional

Untuk membuat judul skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca
dan menjaga agar para pembaca tidak salah memahami istilah yang disebutkan
dalam judul, istilah-istilah yang digunakan dalam pokok bahasan harus

dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu,

seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi
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ceramah.’® Sedangkan dalam konteks hukum merupakan gambaran
pendapat atau keputusan yang diperoleh berdasarkan analisis fakta dan
hukum yang berlaku. Sedangkan hakim memiliki arti sebagai pejabat
hukum yang berwenang mengadili di pengadilan berdasarkan undang-
undang.'® Jadi pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai tahapan di
mana majelis hakim menelaah fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan sebelum menjatuhkan sebuah putusan.
2. Dispensasi kawin
Berdasarkan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
pada Peraturan Menteri Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2019,
dispensasi kawin didefinisikan sebagai persetujuan izin kawin yang
diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum memenuhi batas
usia pernikahan yang sah (19 tahun) untuk dapat melangsungkan
pernikahan.!” Dengan demikian, dispensasi nikah merupakan
kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada seseorang yang
berusia di bawah 19 tahun yang ingin melakukan pernikahan.
3. Magasid al-Usrah
Magasid al-Usrah atau biasa dikenal dengan penyebutan
Magasid keluarga merupakan konsep yang digagas oleh Jamal al-din

'Athiyyah dalam bukunya yang berjudul Nahwa Taf’ili Maqasid Al-

5Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pertimbangan”, diakses dari https://kbbi.web.id/pertimbangan
pada 10 Oktober 2024

®pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

"Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin



https://kbbi.web.id/pertimbangan
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Shart’ah. Salah satu cabang dari kajian Magasid Al-Shari’ah adalah
Magasid al-Usrah. Konsep Magasid al-Usrah sendiri dapat diartikan
sebagai tujuan yang ingin diraih dalam sebuah perkawinan untuk
kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.®
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya,
jenis penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah termasuk
kategori penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan
utama penelitian hukum normatif adalah pengkajian mendalam terhadap
aturan-aturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, sistematika hukum,
perbandingan hukum, perundang-undangan serta historis hukum.*®
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan case approach (Pendekatan kasus) adalah pendekatan
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Pendekatan kasus dilakukan
dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan topik hukum

yang kemudian dijadikan sebagai pembahasan dalam penulisan.?°

3. Bahan Hukum
Sumber data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian.

Adapun sumber bahan hukum penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

18 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqgasid al-Shari’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 148
¥Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007),51
20petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 134
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a. Bahan Hukum Primer

Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan bahan utama atau sumber utama yang bersifat otoritatif, 2!

yang digunakan dalam menganalisis serta menjawab pertanyaan yang

timbul. Sumber data yang di peroleh pada penelitian ini ialah:

1) Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama
Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksaan UU
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

7) Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber atau bahan hukum sekunder adalah data yang memiliki

kaitan erat dengan bahan hukum primer, atau dapat dikatakan sebagai

bahan hukum yang berkaitan erat dan digunakan sebagai penunjang

217Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.
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bahan hukum primer. Buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan
dengan penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier termasuk sumber data seperti internet,
kamus, dan ensiklopedia yang digunakan sebagai petunjuk, penjelas,
atau pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode Pengumpulan bahan hukum  dengan teknik Studi
Kepustakaan (Library Research) adalah teknik yang digunakan dalam
penelitian ini. Berbagai sumber atau bahan hukum kepustakaan, baik
bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan topik
penelitian dispensasi kawin, digunakan untuk Pengumpulan data. Bahan
hukum yang dikaji adalah menggunakan dokumen berupa penetapan
Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yang
kemudian dianalisis menggunakan perspektif Magasid al-Usrah.
5. Metode Pengolahan Data
Setelah seluruh data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis
hasil dan temuan dari penelitian dengan beberapa metode, sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Bahan Hukum
DI tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan kembali sumber
bahan hukum yang digunakan baik berupa file, informasi, atau catatan

serta bahan hukum yang didapat dari buku, jurnal, atau skripsi.
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Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan hukum
yang digunakan telah sesuai dengan pokok kajian peneliti.
b. Klasifikasi Bahan Hukum
Selanjutnya dilakukan pengelompokan bahan hukum yaitu
klasifikasi. Dalam penelitian hukum, klasifikasi merujuk pada
kegiatan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan kesamaan
perannya sebagai sumber informasi hukum.??
c. Verifikasi Bahan Hukum
Verifikasi adalah tindakan untuk memeriksa atau mengecek
kebenaran dari laporan, pernyataan, atau informasi lainnya.?® Pada
tahap verifikasi, sumber bahan hukum yang dikumpulkan akan
diperiksa ulang untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan
sesuai dengan pokok kajian peneliti.
d. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum merupakan pengolahan bahan hukum
selanjutnya, dimana penulis menulis dan merangkum informasi ke
dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca serta
diinterpretasikan. Peneliti menggunakan pendekatan analisis normatif
deskriptif untuk meneliti bahan hukum dalam penelitian ini, yakni
penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ dengan perspektif Magasid

al-Usrah.

22 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 129
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Verifikasi, diakses dari https://kbbi.web.id/verifikasi pada 10
Oktober 2024
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e. Kesimpulan

Tahap akhir pada penelitian ini adalah kesimpulan, yaitu
ringkasan yang singkat jelas dan padat dari hasil penelitian yang telah
dilakukan dengan sistematis. Kesimpulan dalam penelitian ini didapat
dari hasil pengkajian mendalam terhadap semua bahan hukum yang
telah diteliti. Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, peneliti
menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang

telah diajukan.

G. Penelitian Terdahulu
Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, penelitian terdahulu memiliki
peran sangat penting, karena dapat membantu membedakan karya peneliti saat
ini dengan karya peneliti sebelumnya. Berikut adalah penelitian-penelitian
terdahulu yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian

penulis ini:

1. Penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan
Sudirman L pada tahun 2023, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam
Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan gam Bogor: Tinjauan
Filosofis, Yuridis dan Sosiologis”, yang diterbitkan dalam Jurnal A/-
Mizan (Vol 19 No. 1) tahun 2023. Penulis menggunakan metode
kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer
dan sekunder dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik
Wawancara dan observasi dalam pengumpulan data yang digunakan.

Penelitian ini mengkaji teori pertimbangan hakim Pengadilan Agama
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dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, yang menegaskan
bahwa dalam menetapkan putusan, hakim harus mengintegrasikan aspek
filosofis, yuridis, dan sosiologis.?*

2. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Hafidah
Kurniawati dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan
Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan
Agama”, diterbitkan dijurnal Muadalah Jurnal Hukum tahun 2024 (Vol
4 No. 2). Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini tergolong
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data sekunder
adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk
kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta artikel
yang berhubungan terhadap objek penelitian. Sedangkan metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknik studi kepustakaan. %

3. Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nur Akifah
Janur dan Nasriah pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam
dalam Pemberian Dispensasi kawin dengan Alasan Hamil”, yang
diterbitkan Jurnal Syariah dan Hukum (Vol 3 No. 2) tahun 2022.
Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian ini, dengan metode

pendekatan perundang-undangan serta pendekatan teologi normatif

24Fitriani dan Sudirman L, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan
gam Bogor: Tinjauan Fiosofis, Yuridis dan Sosiologis”, Al-Mizan, No. 1 (2023).
https://doi.org/10.30603/am.v1911.3294

BKurniawati, Aisyah Hafidah, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin
Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama”, Muadalah Jurnal Hukum Vol 4 No. 2 tahun
2024.
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(hukum Islam). Al-Qur'an, Hadits, Undang-undang Perkawinan, dan
Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai bahan hukum primer,
sedangkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan dispensasi
perkawinan merupakan bahan sekunder. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah studi pustaka kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode analisis normatif, 2

4. Penelitian Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Salmah,
dkk, dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Magasid al-
Syariah”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol 7 No. 3 pada
tahun 2024. Jenis Penelitian lapangan (field research) adalah jenis
penelitian yang digunakan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara
pengamatan langsung terhadap fenomena peristiwa dan data empiris
yang ada di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara
dan data sekunder berupa buku, artikel dan literatur lainnya yang
berkaitan dengan topik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data melalui metode observasi langsung dan wawancara mendalam

dengan para tokoh yang terkait.?’

ZNur Akifah Janur dan Nasriah, “Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan
Alasan dengan Alasan Hamil”, Jurnal Qisthosia: Syariah dan Hukum, No. 2 (2022)
http://dx.doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387

2’Salmah, dkk, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Barru (Perspektif Magqasid al-Shari’ah”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol 7
No. 3 (2024)
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5. Penelitian terakhir yakni penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Berutu
dan Nila Trisna yang berjudul “Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat
Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.TTN)”.
Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal UNES LAW Review, Volume 5,
No. 4 pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis
empiris (lapangan) dengan menggunakan metode analisis data deskriptif
yang memerlukan wawancara langsung kelapangan serta menggunakan
studi pustaka dengan menganalisis data yang berhubungan dengan
penelitian. Sumber data yang dipilih dalam penelitian terdiri dari sumber

data primer (wawancara), sekunder dan tersier.?

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No Nama/Judul Persamaan Perbedaan

1. | Fitriani dan Sudirman L, | Membahas | Berbeda dengan penelitian
“Pertimbangan Hakim | tentang yang penulis teliti, yang mana
dalam Penetapan | dispensasi penulis lebih menitikberatkan
Dispensasi  Nikah  di | kawin pada pertimbangan hakim
Pengadilan Agam Bogor: mengenai penetapan
Tinjauan Filosofis, Yuridis Pengadilan Agama Nomor
dan Sosiologis”, A/-Mizan 201/Pdt.P/2023/PA.S]J tentang
Vol 19 No. 1 tahun 2023 permohonan dispensasi kawin

perspektif Magasid al-Usrah.
Sedangkan penelitian ini lebih
menitikberatkan pada
dispensasi nikah dari sudut
pandang filosofis, yuridis, dan
sosiologis. Dan penetapan yang
digunakan adalah penetapan
dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Bogor.

ZJunaidi Berutu dan Nila Trisna, “Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus
Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.TTN)”, UNES LAW REVIEW Vol 5 No. 4, (2023)
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Kurniawati, Aisyah | Membahas | Penelitian  ini  sama-sama
Hafidah, “Pertimbangan | tentang berkaitan tentang penolakan
Hakim dalam Penolakan | dispensasi dispensasi kawin, akan tetapi
Dispensasi Kawin | kawin penelitian ini lebih fokus
Perspektif Teori Sistem menggunakan perspektif Teori
Hukum di Pengadilan Sistem Hukum di Pengadilan
Agama”, Muadalah Agama, sedangkan penelitian
Jurnal Hukum Vol 4 No. 2 yang akan peneliti lakukan
tahun 2024. lebih menitikberatkan pada
perspektif Magasid al-Usrah,
dengan  penetapan  yang
berbeda yaitu permohonan
dispensasi  kawin ~ Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.S1]
Nur Akifah Janur dan | Membahas | Dalam penelitian ini, peneliti
Nasriah. 2022 “Analisis | tentang lebih berfokus pada analisis
Hukum  Islam  dalam | Dispensasi | dispensasi kawin dengan alasan
Pemberian Dispensasi | kawin hamil dengan menggunakan
nikah  dengan  Alasan perspektift  hukum  Islam,
Hamil”, Jurnal Qisthosia: berbeda dengan penelitian yang
Syariah dan Hukum Vol 3 akan penulis teliti yang mana
No. 2 tahun 2022. penulis lebih terfokus pada
analisis pertimbangan hakim
terhadap permohonan
dispensasi  kawin  dengan
menggunakan perspektif
Magasid  al-Usrah pada
penetapan Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.
Salmabh, dkk, | Membahas | Penelitian ini lebih berfokus
“Pertimbangan ~ Hukum | tentang pada analisis pertimbangan
Hakim Dalam | Dispensasi | hakim terhadap dispensasi
Permohonan  Dispensasi | kawin kawin  dengan  perspektif
Nikah di  Pengadilan Magasid al-syariah sedangkan
Agama Barru (Perspektif penelitian yang akan dilakukan
Magasid al-Syariah”, peneliti lebih terfokus pada
Jurnal Review Pendidikan pertimbangan hakim terhadap
dan Pengajaran Vol 7 No. penetapan permohonan
3 tahun 2024 dispensasi  kawin ~ Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

perspektif Magasid al-Usrah.
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Junaidi Berutu dan Nila | Membahas | Penelitian ini lebih berfokus
Trisna “Penolakan | tentang pada analisis terhadap
Dispensasi Nikah dan | Penolakan | pertimbangan hakim dalam
Akibat Hukumnya (Studi | Dispensasi | menolak dispensasi kawin No.

Kasus Putusan Nomor | kawin 70/Pdt.P/2022/MS. TTN) serta
70/Pdt.P/2022/MS.TTN)”, bagaimana akibat hukum dari
UNES LAW REVIEW Vol penolakan tersebut, sedangkan
5 No. 4 tahun 2023 penelitian yang akan dilakukan

peneliti lebih terfokus pada
pertimbangan hakim terhadap

penetapan permohonan
dispensasi  kawin ~ Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJ1J

perspektif Maqasid al-Usrah

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua penelitian
sama-sama menyinggung terkait dispensasi kawin, baik dispensasi kawin yang
diterima atau ditolak oleh Pengadilan Agama. Namun, terdapat objek dan
pembahasan yang berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus pada
pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ perspektif Magasid al-Usrah.

. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi pada sistematika penulisan ini dibagi menjadi
beberapa bab utama, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab.
Sistematika penulisan ini digunakan untuk menyusun skripsi secara sistematis
serta mengetahui hal-hal yang dibahas di dalamnya agar membuatnya lebih
mudah dipahami. Bab-bab ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab I (Pertama). Berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran awal
penelitian. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.
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Bab II (Kedua). Dalam bab ini berisi pemikiran, konsep atau gambaran
tentang objek yang akan diteliti selain itu juga membahas teori yang akan
digunakan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang
dibahas. Terdiri dari pengertian pertimbangan hakim, dispensasi kawin dan
pengertian Magasid al-Usrah.

Bab III (Ketiga). Dalam bab ini akan dijelaskan terkait duduk perkara
serta membahas dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika
memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan No.
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, serta menganalisis penetapan terebut dengan
menggunakan perspektif Maqasid al-Usrah.

Bab IV (Keempat). Bagian akhir dari penulisan skripsi adalah bab ini.
Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan berdasar
pada rumusan masalah di bab I. Selain itu, bab ini memberikan saran atau
rekomendasi kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan

penelitian dengan pembahasan penolakan dispensasi kawin.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Dispensasi Kawin
1. Definisi Dispensasi Kawin

Jika dilihat secara umum, dispensasi kawin terdiri dari dua kata
yaitu “dispensasi” dan “kawin”. Dispensasi sendiri menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengecualian dari suatu aturan yang
diberikan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pemberian
pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.?® Dispensasi juga dapat
dipahami sebagai kelonggaran yang diberikan terhadap sesuatu yang pada
awalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh untuk dilaksanakan. Oleh
karena itu dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai kelonggaran untuk
melakukan pernikahan meskipun belum memenuhi kriteria umum
disebabkan beberapa sebab khusus. Adapun menurut Roihan Rasyid,
dispensasi kawin adalah permohonan oleh orang tua masing-masing calon
mempelai untuk menikahkan anaknya namun usianya belum sesuai
dengan ketentuan undang-undang, yang mana permohonan tersebut
diajukan ke Pengadilan Agama.*°

Sedangkan, dalam Peraturan di Indonesia dijelaskan bahwa
dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin yang diberikan

pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun

29K amus Besar Bahasa Indonesia, “Dispensasi” diakses dari https://kbbi.web.id/dispensasi pada 15
Oktober 2024
%0Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 51

22
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untuk melangsungkan perkawinan.®® Artinya, seorang laki-laki dan
perempuan diperbolehkan melangsungkan pernikahan diluar ketentuan
yang ada dalam undang-undang jika memang keadaan menghendakinya
dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium). Namun dispensasi kawin
tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, dan hanya dapat diberikan
bagi mereka yang memang benar-benar memiliki alasan serta sebab-sebab
khusus dan mendesak. Dan alasan-alasan mendesak tersebut harus dapat
dibuktikan di depan persidangan.

Adapun penjelasan dispensasi kawin dalam hukum Islam tidak
dijelaskan secara gamblang, karena memang tidak ada penjelasan khusus
yang membahas tentang berapa batas usia untuk dapat melakukan
pernikahan. Namun meskipun batasan usia pernikahan tidak dijelaskan
secara eksplisit, hal ini bukan menjadikan alasan diperbolehkannya
melakukan pernikahan bagi anak yang masih berada di bawah umur.
Karena dalam hukum Islam menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan
pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah keduanya harus sudah
baligh. Baligh adalah keadaan di mana seseorang yang telah mampu
memikul tanggung jawab hukum karena dapat memahami mana yang
benar dan salah.*? Adapun batasan baligh jika diukur dengan umur atau
hitungan tahun maka menurut mayoritas ahli fiqih, pernikahan usia muda

adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur 15 tahun, sedangkan

31Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin
32K hairul Abror, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 46
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menurut Abu Hanifah pernikahan usia muda adalah perkawinan yang
dilakukan di bawah usia 17 atau 18 tahun.®®

Begitu pun penjelasan dalam al-Qur’an yang tidak secara jelas
memaparkan ketentuan batas usia menikah. Namun terdapat ayat yang

menyinggung terkait hal in1, yakni al-Qur’an surat an-Nur ayat 32:
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“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-
hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka
miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui.

Dalam ayat ini memang tidak dijelaskan secara gamblang terkait
batas usia menikah, namun terdapat kata was-salihin, yang mana kata ini
dalam tafsir al-Maraghi diartikan dengan seorang laki-laki dan perempuan
yang memang telah mampu menikah dan memenuhi hak-hak sebagai
suami dan istri, seperti kesehatan, memiliki harta, dll. Quraiys Syihab juga

menafsirkan kata was-salihin sebagai seseorang yang telah mampu

membina rumah tangga baik secara mental maupun spiritual.

33Mustain Yanis, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi Penetapan No. 298/Pdt.P/2019/PA.KAB.KDR)”, (Undergraduete
thesis, TAIN Kediri, 2023), 22-23 https://etheses.iainkediri.ac.id/11045/

34Tim Penerjemah. AI-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2010, 354.

¥Muhammad Syarif Hidayatullah, “Tinjauan Buku Saku Figih Empat Madzab terhadap Dispensasi
Nikah karena Hamil di Luar Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Perkara
Nomor 428/Pdt.P/2021/Pa.Dmk)”, (Undergraduete thesis, IAIN Kudus, 2022), 34
http://repository.iainkudus.ac.id/8460/
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Berbeda dengan peraturan di Indonesia, yang mana batas usia
untuk bisa melakukan pernikahan telah diatur secara jelas dalam undang-
undang. Yaitu, menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang
menyebutkan bahwa pernikahan dapat dilakukan jika kedua pasangan
telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, apabila
salah satu atau kedua calon mempelai belum berusia 19 tahun, maka
diwajibkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke
Pengadilan Agama.

2. Prosedur Permohonan Dispensasi kawin

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin terdapat
beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang harus diketahui dan
dilaksanakan oleh para pemohon dispensasi kawin. Syarat dan ketentuan
tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun
2019. Di dalam PERMA tersebut terdapat beberapa syarat administrasi
yang harus disiapkan oleh para pemohon, adapun syarat administrasi
tersebut antara lain:®
a. Membawa surat permohonan dispensasi kawin
b. Membawa fotokopi KTP orang tua atau wali
c. Membawa fotokopi KTP atau akta kelahiran kedua calon mempelai

d. Membawa fotokopi Kartu Keluarga, dan

%Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin
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e. Membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat
keterangan masih sekolah dari pihak sekolah

Selain itu juga terdapat beberapa persyaratan tambahan seperti,’

a. Surat penolakan dari KUA

b. Fotokopi surat rekomendasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
berencana (DP3AP2KB)

c. Fotokopi surat keterangan sehat dari faskes milik pemerintah, dan

d. Surat keterangan hamil dari faskes milik pemerintah jika calon
perempuan sedang hamil.

Selanjutnya selain syarat-syarat administrasi yang harus
disiapkan oleh pemohon, juga terdapat beberapa ketentuan yang harus
ditaati oleh para pemohon ketika pengajuan permohonan dispensasi kawin,
ketentuan-ketentuan tersebut adalah:3®

a. Pihak yang dapat mendaftarkan permohonan dispensasi kawin yaitu
orang tua, meskipun keduanya telah bercerai maka tetap yang berhak
mengajukan adalah kedua rang tuanya. Namun jika diketahui salah
satu orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya,
maka permohonan dapat diajukan oleh salah satu orang tuanya.
Selanjutnya, jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak diketahui

keberadaannya maka permohonan dapat diajukan oleh wali anak. Dan

$"Dwiana Rachmasari, “‘Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah”, Pengadilan Agam Pangkalan
BUN Kelas 1 B, 1 November 2022, diakses 16 Oktober 2024 https://www.pa-
pangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah

%Pasal 6-9, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019
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jika kedua orang tua berhalangan hadir maka permohonan dapat
disampaikan oleh kuasa dengan surat kuasa dari orang tua/wali
sesuai peraturan perundang-undangan

b. Jika terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak, maka
diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak

€. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama yang
berwenang

d. Jika kedua calon suami dan istri berusia kurang dari batas usia
perkawinan yaitu 19 tahun, maka permohonan dispensasi kawin harus
diajukan ke Pengadilan Agama untuk masing-masing calon pengantin.

e. Bagi pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan
dispensasi kawin secara gratis (prodeo)

Penjelasan diatas merupakan syarat-syarat dan ketentuan yang
harus dipahami dan dilaksanakan oleh para pemohon sebelum melakukan
pengajuan dispensasi kawin. Setelah proses pengajuan dispensasi kawin
telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang kemudian diserahkan ke
pengadilan, maka permohonan dispensasi kawin akan diproses melalui
persidangan. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan dari segala
aspek sebelum mengambil keputusan terkait dispensasi kawin tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi kawin

Pada dasarnya ketentuan penetapan hakim dalam memutuskan
permohonan dispensasi kawin telah diatur dalam Peraturan mahkamah

Agung No. 05 tahun 2019. Beberapa pertimbangan yang harus
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diperhatikan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi
kawin adalah sebagai berikut>®
a. Memperhatikan perlindungan serta kepentingan yang terbaik bagi
anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, serta keadilan yang
hidup dalam masyarakat
b. Memperhatikan konvensi dan atau perjanjian internasional yang
berhubungan dengan perlindungan anak
Melihat poin kedua diatas, terdapat beberapa konvensi atau
perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu“’:
1) United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC)
Konvensi PBB tentang Hak Anak
Dalam Konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara yang
berpartisipasi, termasuk Indonesia, harus menghormati dan menjamin
hak-hak setiap anak tanpa terkecuali. Mereka tidak boleh melakukan
diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, kelahiran,
disabilitas, atau status lainnya. Konvensi ini menetapkan bahwa

kepentingan terbaik anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam

semua tindakan yang berkaitan dengan anak-anak. Pemerintahlah

39Pasal 17, Peraturan Mahkamah agung No. 05 Tahun 2019

“0Indonesia Judical Research Society (IJRS), dkk, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 31-32 https://ijrs.or.id/wp-
content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-
DISPENSASI-KAWIN.pdf
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yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hak yang
ada dalam konvensi dipenuhi untuk tiap anak.*!

Negara yang ikut serta juga harus memastikan bahwa anak-anak
memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tentang
semua hal yang berkaitan dengan anak. Negara-negara tersebut juga
harus memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kesempatan
yang sama agar pendapatnya didengarkan pada saat proses peradilan
dan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan anak, baik
secara langsung maupun melalui perwakilan mereka.*?

2) Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi ini mengharuskan negara-negara peserta, termasuk
Indonesia, untuk menetapkan peraturan yang tepat dan sesuai untuk
menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam
hal perkawinan dan hubungan keluarga, dengan menekankan
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa tujuan dari
Konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap perempuan
memiliki kesetaraan hak untuk menuju jenjang perkawinan serta

memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidup. *3

41pasal 2-4, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak”, UNICEF Indonesia, 2018, diakses 16 Oktober 2024
https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak

42pasal 12, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak”™.....

“3Pasal 16, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New
York, 18 December 19797, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses
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Jika melihat dari penjelasan di atas, maka dalam memberikan
dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik
anak. Selain mempertimbangkan faktor-faktor utama yang disebutkan
dalam permohonan dispensasi kawin, hakim juga harus memerhatikan dan
menilai apakah anak-anak memang telah siap, baik secara jasmani, rohani,
dan finansial dalam membangun rumah tangga. Hakim juga perlu
mempertimbangkan bagaimana situasi yang mungkin terjadi setelah
perkawinan, bahkan jika diperlukan, hakim dapat meminta pendapat pihak
lain tentang keadaan anak, seperti psikolog, dinas sosial, Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), lembaga
kesejahteraan sosial, atau lembaga lain.**

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menangani
dispensasi kawin hakim harus bersikap bijaksana, memperhatikan segala
aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, dan tetap berlandaskan
prinsip-prinsip hukum serta perlindungan hak anak yang diatur dalam
undang-undang.

B. Magqasid al-Usrah Jamal al-din ‘Athiyyah
Pada hakekatnya, Magqasid al-Usrah merupakan cabang dari Magasid
al-Shari’ah Jamal al-din ‘Athiyyah. Dalam kajian Magqasid Al-Shari’ah, Jamal
al-din ‘Athiyyah membaginya menjadi lima tingkatan dan empat bagian.

Adapun lima tingkatan Magqasid Al-Shari’ah Jamal al-din ‘Athiyyah adalah,

16 Oktober 2024 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-
elimination-all-forms-discrimination-against-women
“*Indonesia Judical Research Society (IJRS), dkk, Buku Saku Pedoman.....
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ad-darurah, al-hajah, al-manfa ah, az-zinah, dan al-fudil®. Sedangkan empat
pembagian Magasid Al-Shari’ah Jamal al-din ‘Athiyyah diantaranya,
1. Pertama: (3333\ f)éé-J Lasd 2.:;1):&3\ 3—‘4\3"‘) yaitu Magasid Shari’ah
yang berkenaan dengan lingkup pribadi atau individu.
2. Kedua: (&Y\) f;}h‘j\ 54;-} Lo :‘-"—‘.):-d‘ 3-“'\3-“) yaitu Magasid
Shari’ah yang berkenaan dengan lingkup keluarga.

3. Ketiga: (2.2‘}_!\ EEENN: “-’-JJ:*J‘ 3-'-4\3-“) yaitu Magasid Shari’ah

yang berkenaan dengan lingkup masyarakat dan

4. Keempat: (:\-J-'\-wy\ 54;-} b 4z, )LJ\ 3-*-4\3-‘\) yaitu  Magasid
Shari’ah yang berkenaan dengan lingkup kemanusiaan. 4®
Pada pembahasan kali ini, penulis hanya berfokus pada pembagian
Magqgasid Al-Shari’ah yang kedua yaitu Magasid Shari’ah yang berkenaan
dengan lingkup keluarga atau yang biasa dikenal sebagai Magasid al-Usrah.
Pada Magasid al-Usrah, Jamal al-din ‘Athiyyah mengklasifikasikannya
menjadi tujuh yaitu sebagai berikut
1. u:‘-'-“-‘éj\ u:‘-"“&-’d\ é:\-L'*-\:‘ (Mengelola Hubungan Antara Kedua Jenis
Kelamin (Laki-Laki Dan Perempuan))
Jika kita melihat bagaimana wanita di zaman sebelum Islam, atau
zaman jahiliah, mereka berada dalam kondisi yang sangat

memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari sejarah yang menunjukkan bahwa

perempuan pada masa tersebut sering menjadi sasaran pelecehan,

8 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 55
8 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Magasid al-Shari’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 139
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diperkosa, dijual, dan bahkan dibunuh. Artinya, keadilan dan kesetaraan
belum tersedia untuk wanita pada saat itu. Melihat kembali sejarah
perkawinan menunjukkan bahwa di masa jahiliah, perkawinan dipandang
sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki, yang dapat
merugikan posisi perempuan.*’

Namun poin penting dalam Magasid ini memberikan penyegaran
terhadap tradisi pernikahan jahiliah tersebut, yaitu bahwa Islam tidak
membiarkan keinginan hubungan antara dua jenis kelamin hanya
bergantung pada dorongan alamiah semata-mata, sebagaimana halnya
dengan binatang buas dan hewan. Oleh karena itu, Islam membatasi
hubungan antara dua jenis kelamin ke dalam bentuk yang telah diatur,
yaitu pernikahan, dan menetapkan ketentuan rinci yang menunjukkan hak
serta tanggung jawab tiap-tiap pihak dalam hubungan tersebut. Adapun
aturan-aturan tersebut seperti, aturan poligami, khullu’, talak, menghindari
hubungan diluar nikah seperti zina, homoseksualitas, berkhalwat serta
aturan-aturan lain sejenisnya. 8

2. M\ -LQA (Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia (Keturunan)

Dalam beberapa hadis, sering ditemukan himbauan bagi umat
Muslim untuk memilih perempuan (istri) yang subur, seolah-olah untuk
memastikan bahwa kehidupan terus berlanjut karena perempuan subur

tersebut. Salah satu tujuan pen syariat-an perkawinan yaitu untuk menjaga

“"Bagas Luay Ariziq, “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama
Islam”, Jurnal Keislaman, 05, (2022), 1-12. https://doi.org/10.54298/jk.v511.3398
8 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, 149
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keturunan. Bagi umat Muslim, hal ini merupakan bagian penting karena
ini menjadi salah satu upaya mudah dalam menjaga kuantitas sekaligus
kualitas generasi Muslim. Karena jika seluruh kaum Muslim setuju untuk
tidak menikah, atau menikah tetapi menolak memiliki anak, maka bumi
hanya akan ditempati oleh sedikit kaum yang ingin bersujud kepada Allah.

Oleh karena itu poin dalam Magasid al-Usrah ini adalah, syariah
melarang adanya penyimpangan seks seperti sodomi dan lesbian, larangan
pembunuhan bayi perempuan dan aborsi, menjadikan prokreasi sebagai
persyaratan dalam pernikahan sehingga kontrasepsi tidak diperbolehkan
kecuali dengan persetujuan pasangan tersebut, kemudian kaum laki-laki
harus dilindungi dari pengebirian, dan kaum wanita harus dilindungi dari
pemotongan organ-organ rahim yang dapat melahirkan, dan lain
sebagainya.*°

3. 4l Bﬁj—d\j US.LJ\ :9:\933 (Mencapai Keluarga Yang Sakinah,
Mawaddah dan Warahmah)

Dalam hubungan suami istri, ajaran Islam tidak semata-mata
mengatur hubungan fisik atau hubungan yang terlihat oleh mata saja
(jasaddiyah) antara suami dan istri, tetapi juga menginginkan ketenangan
antara mereka untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah. Untuk mencapai tujuan ini, syariat telah menetapkan beberapa

aturan seperti: aturan untuk hidup bersama suami istri, etika dalam

4 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, 149-150
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hubungan seksual, dan aturan lain yang dapat menciptakan suasana rumah

tangga yang hangat, ramah, dan penuh perasaan.*

4. ‘—LN-\S\ LSA (Memelihara Garis Keturunan (Nasab))

Memelihara keturunan dan memelihara garis keturunan
merupakan dua hal yang berbeda. Menjaga garis keturunan lebih spesifik
mengacu pada pemeliharaan silsilah keluarga yang sah. Anak yang lahir
dalam pernikahan yang sah akan memiliki nasab yang jelas dan terhubung
secara legal dengan kedua orang tuanya. Sedangkan Menjaga keturunan
memiliki makna yang lebih luas, yakni upaya untuk mempertahankan
keberadaan manusia. Konsep ini tidak terbatas pada pernikahan sah.
Bahkan, kelahiran seorang anak di luar perkawinan, meskipun tidak
memiliki ikatan nasab yang sah dengan ayahnya, tetap dianggap sebagai
upaya menjaga keberlangsungan manusia secara biologis.

Dalam mencapai tujuan tersebut, syariat telah berupaya dengan
adanya beberapa aturan diantaranya: larangan melakukan zina, larangan
adopsi, larangan menyembunyikan status anak yang berada dalam rahim,
adanya ketentuan khusus untuk iddah dan sebagainya.®!

5. i)-w‘l” Lﬁ u;’ﬂ\ .Ls; (Melestarikan Religiusitas Dalam Keluarga)

Melestarikan religiusitas dalam keluarga bermakna menjaga dan
menanamkan nilai dan prinsip agama dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan pensyariatan yang dapat dipahami adalah bahwa pasangan suami

0 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, 150
SLjamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, 151
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istri yang ideal adalah mereka yang saling mendukung dan mengingatkan
satu sama lain akan tujuan utama kehidupan, yaitu beribadah dan
mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, hubungan
suami istri tidak hanya dipandang sebagai ikatan duniawi, tetapi juga
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Untuk mencapai tujuan ini, syariat menetapkan tanggung jawab
kepala keluarga sejak awal berdirinya dengan memilih agama yang sama
dan mengajari istri dan anak -anaknya tentang iman, ibadah, dan akhlak.
Oleh karena itu, sangat penting untuk melestarikan religiusitas atau
menjaga agama dalam keluarga karena kehilangan agama akan
menyebabkan kerusakan, dis-integritas, serta rendahnya kualitas

pendidikan bagi generasi penerus yang berperan penting di masa depan.®?

“oo

6. ° J-wm w;ﬁuﬁj\ éﬁjﬂ-\:‘ (Mengatur Aspek-Aspek Dasar Dalam
Keluarga)

Membangun keluarga berarti bersatunya antara laki-laki dan
perempuan, bersatunya dua individu, dua pemikiran dan sebagainya. Oleh
karena itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antar
pasangan. Namun dalam ikatan keluarga, maka sudah bukan lagi mengenai
kepentingan masing-masing tetapi setelah berkeluarga semuanya telah
menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu untuk mengatasi perbedaan atau
konflik yang berpotensi muncul dalam keluarga, syariat telah mengatur

unsur pokok atau aspek dasar dalam keluarga, seperti: melakukan

52 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, 153
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musyawarah atau diskusi ketika terjadi permasalahan, menjaga pola
hubungan antara anggota keluarga seperti hak suami terhadap istri dan
sebaliknya, hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya, hak kekerabatan
dan lain sebagainya.>

7. ;,)-*-“vd Qw\ u—’\éj\ ééjﬂﬁ (Mengatur Aspek Keuangan Dalam

Keluarga)

Tidak hanya mengatur aspek sosial dan emosional, syariat juga
mengatur dalam hal aspek keuangan. Karena pada umumnya pernikahan
menimbulkan kebutuhan pemenuhan ekonomi dengan maksud dan tujuan
untuk menjaga serta membina keluarga. Adapun aspek keuangan yang
telah diatur syariat diantaranya: mahar, nafkah baik nafkah lahir maupun
batin bagi istri, serta natkah untuk anak, kewajiban nafkah bagi wanita
yang telah dicerai (dalam masa iddah), pemberian ujrah untuk perempuan
lain yang menyusui anaknya, aturan tentang waris, wasiat, wakaf dan lain

sebagainya.®*

58 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, 153-154
% Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, 154



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin
terhadap Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengadilan merupakan lembaga
resmi yang bertugas menjalankan proses peradilan, meliputi pemeriksaan,
penyelesaian, dan penetapan keputusan atas suatu perkara.>® Pengadilan
Agama adalah lembaga peradilan khusus yang memiliki wewenang menangani
perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam yang berlaku di
Indonesia. Sedangkan, hakim pengadilan adalah pejabat negara yang memiliki
kewenangan untuk melaksanakan fungsi peradilan tersebut atau disebut dengan
pelaksana kekuasaan kehakiman, termasuk melakukan pemeriksaan,
pengadilan, dan pengambilan keputusan atas kasus yang ditangani.>®
1. Duduk Perkara

Hakim diharuskan mampu menyelesaikan berbagai persoalan
hukum yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam memberikan
penetapan pada perkara dengan No. 201/Pdt.P/2023/Pa.S]J. Penetapan No.
201/Pdt.P/2023/Pa.SJJ merupakan perkara permohonan dispensasi kawin
yang telah diterima dan ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama
Sijunjung, Sumatra Barat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023.

Permohonan dispensasi kawin berhak diajukan oleh kedua orang tua dari

%Pengadilan Negeri Pangkalan BUN Kelas 1B, Profil Pengadilan Negeri Pangkalan BUN,
https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/link/201710180821252048559¢6f2e58074c.html diakses pada
18 Januari 2025

%6Pasal 1 Ayat 8, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
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salah satu calon mempelai, yakni orang tua mempelai perempuan.®’ Dalam
perkara ini, Permohonan dengan Nomor Perkara 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ
telah diajukan ke Pengadilan Agama Sijunjung, Sumatera Barat, oleh
kedua orang tua calon mempelai perempuan, yaitu Zulkarnaini bin Sutan
Syarif (52 tahun) dan Ilasnawati binti Masri (38 tahun). Permohonan ini
disampaikan pada 6 November 2023 dan disertai dengan dalil-dalil pokok
yang disampaikan pada 10 November 2023.
Adapun dalil-dalil dalam pokok perkara tersebut adalah:

“Bahwa para pemohon bermaksud untuk menikahkan anak
kandung mereka yang bernama Gina Lorenja binti Zulkarnaini, yang
masih berusia 17 tahun 6 bulan, lahir di Buluh Rotan pada tanggal 12
April 2006. Ia merupakan seorang beragama Islam, dan berpendidikan
terakhir SD, saat ini ia belum bekerja, dan bertempat tinggal di Jorong
Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten
Sijunjung. Dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Fauzi
Pratama bin Asnul Basri, yang juga masih berusia 16 tahun 6 bulan,
ia lahir di Koto Panjang pada tanggal 16 April 2007. Ia juga beragama
Islam, dan berpendidikan tidak tamat SD, ia bekerja sebagai petani,

dan berdomisili di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto,
Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.”®

Berdasarkan pernyataan dalil tersebut, jelas bahwa kedua pihak yang ingin
melakukan pernikahan belum mencapai batas usia minimal untuk dapat
melaksanakan pernikahan, yaitu 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-
laki maupun perempuan. Yang mana pada peraturan sebelumnya
menetapkan usia 16 tahun sebagai batas minimal pernikahan, hingga

kemudian direvisi menjadi 19 tahun. Perubahan kebijakan ini didasari

S"Pasal 6, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin
%8Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 2
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dengan pertimbangan bahwa individu yang dimaksud pada usia tersebut
dianggap matang baik secara jasmani maupun rohani ketika berusia
minimal 19 tahun.®® Oleh karena itu KUA Kecamatan Koto VII berhak
menolak permohonan pernikahan mereka. Kedua calon mempelai wajib
lebih dulu ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan
dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang tertulis.°

Dispensasi kawin diajukan oleh para pemohon dengan
pertimbangan utama bahwa putri mereka dan calon suaminya telah
menjalin kedekatan selama kurang lebih satu tahun. Pernikahan dianggap
mendesak karena keduanya diketahui telah berhubungan badan layaknya
suami istri sebanyak tiga kali di luar ikatan pernikahan yang sah. Orang
tua calon mempelai perempuan berpendapat bahwa pernikahan segera
diperlukan untuk menghindari masalah administratif dan sosial di masa
depan. Dalam permohonannya, para pemohon juga menyatakan bahwa
antara darah calon mempelai tidak terdapat hubungan, hubungan
sepersusuan, atau halangan lain yang dapat menghambat perkawinan
mereka. Selain itu, mereka menegaskan bahwa kedua calon mempelai
telah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga masing-masing.®*

Perlakuan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang
Perkawinan yang mengatur bahwa apabila terdapat penyimpangan maka

dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan

%9Pasal 7, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan

®0Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

®1Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 3
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Agama, dengan syarat disertai alasan mendesak dan didukung oleh bukti-
bukti yang cukup. Alasan mendesak yang maksud disini masih memiliki
makna yang cukup luas. Adapun yang dimaksud dengan ‘“alasan
mendesak” dalam Undang-Undang yaitu apabila keadaan tersebut sangat
terpaksa dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali
melangsungkan pernikahan tersebut.®? Sehingga jika pernikahan tersebut
ditunda berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka dari
itu dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim
diharapkan dapat mempertimbangkan konsekuensi buruk yang mungkin
timbul apabila permohonan tersebut ditolak dan konsekuensi buruk yang
mungkin timbul apabila permohonan tersebut diterima.®®

Terdapat pernyataan bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan
calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan sedarah maupun
hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka. Selain
itu, tidak ditemukan adanya faktor lain, baik yang bersifat hukum maupun
adat, yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan mereka. ®*
Pernyataan tersebut penting disampaikan dalam mengajukan permohonan

dispensasi kawin. Hal ini disebabkan karena dalam Islam terdapat larangan

tertentu yang mengharamkan pernikahan antara individu yang memiliki

82Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

83Faridha, Nabilla dan Mahlil Adriaman, “Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” pada Pasal 7
ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Al-Authar Jurnal Kajian
Pendidikan Agama dan Hukum keluarga Islam, No. 2, (2024), 68. https://doi.org/10.33678/al-
authar.v40i2

®4Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 3
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hubungan tertentu seperti, pertalian nasab, pertalian semenda, dan
pertalian sepersusuan.®® Oleh karena itu pernyataan tersebut digunakan
sebagai landasan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan
permohonan dispensasi kawin dengan tetap disertai bukti atau saksi.
Pernyataan bahwa kedua calon mempelai masih dalam keadaan
belum pernah menikah (perawan dan jejaka), serta keduanya telah
memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani peran sebagai pasangan
suami istri. Calon istri siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai istri
serta ibu rumah tangga, sementara calon suami telah mampu dan siap
menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Selain itu, calon suami
saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani dengan pendapatan sebesar
Rp.1.200.000,00 per bulan. Keluarga dari masing-masing calon pengantin
juga telah memberikan restu dan persetujuan terhadap rencana pernikahan
antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul
Basri, tanpa adanya keberatan dari pihak ketiga yang dapat menghambat
proses pernikahan tersebut. Di samping itu, Puskesmas Gambok telah
menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Gina Lorenja binti
Zulkarnaini dan calon suaminya, Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri,
telah menjalani pemeriksaan kesehatan serta memperoleh edukasi yang

diperlukan sebagai persiapan pernikahan mereka.®

®5Pasal 39, Kompilasi Hukum Islam
®6Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 3
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Dari pernyataan tersebut, hakim wajib mengidentifikasi kondisi
kesehatan mental dan fisik, kesiapan psikologis, serta tingkat kesiapan
calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan dan membangun rumah
tangga saat dalam persidangan.’” Oleh karena itu penting untuk
menjelaskan bagaimana kesiapan anak baik secara mental dan fisik, serta
bagaimana kematangan ekonominya. Untuk membuktikan hal ini, para
pemohon bisa menyertakan surat keterangan penerimaan pemeriksaan dan
edukasi dari puskesmas atau lembaga lainnya yang berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon mengajukan petitum
sebagai berikut:

“ 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi pernikahan kepada anak para pemohon,

Gina

3. Lorenja binti Zulkarnaini, untuk menikah dengan calon suami,

Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon agar memberikan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).”®®

2. Fakta Hukum
Dalam proses pengajuan dispensasi kawin, pemohon diwajibkan
menyertakan berbagai bukti pendukung guna memperkuat dasar hukum
permohonannya. Bukti-bukti yang dilampirkan pemohon dalam

persidangan tersebut mencakup beberapa dokumen penting, antara lain:

®7Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin
®8Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 4
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon. Dokumen ini
digunakan sebagai bentuk verifikasi identitas, memastikan bahwa
permohonan diajukan oleh pihak yang sah, yaitu orang tua kandung
atau wali yang sah dari calon mempelai yang secara usia belum
memenuhi ketentuan minimal usia pernikahan.%°

2. Fotokopi KTP Orang Tua Calon Suami. Dokumen ini digunakan
untuk mengonfirmasi identitas orang tua dari calon suami serta
memastikan bahwa pihak keluarga calon suami mengetahui dan turut
serta dalam proses pernikahan ini.

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon. Dokumen ini berfungsi
untuk membuktikan hubungan keluarga antara pemohon dan anak
yang akan menikah, sekaligus menjadi referensi dalam verifikasi data
keluarga secara resmi.’°

4. Fotokopi KTP/Identitas Lain Anak Pemohon dan Calon mempelai
laki-laki. Identitas resmi ini digunakan untuk memastikan keabsahan
data calon mempelai serta mencocokkannya dengan dokumen lainnya
guna menghindari ketidaksesuaian informasi.

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Calon Suami. Akta

kelahiran berfungsi untuk membuktikan usia kedua calon mempelai.

Sebab, sebagaimana yang telah diatur Undang-undang, bahwa

®9Sigar P Berutu, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan”, UNES
Law Review, No. 3 (2024): 8484 https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
"Sigar P Berutu, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap....... 8484
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dispensasi kawin diajukan karena belum tercapainya persyaratan usia
minimal pernikahan.

6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon. Dokumen ijazah diperlukan untuk
mengetahui pendidikan terakhir anak pemohon, yang dapat menjadi
bahan pertimbangan dalam menilai kesiapan mental dan intelektual
calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Dalam hal ini, calon
suami tidak melampirkan 1jazah karena tidak menyelesaikan
pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD).

7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas. Surat ini diterbitkan
oleh dokter sebagai bukti bahwa kedua calon mempelai telah
menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi yang
layak serta siap secara fisik untuk melangsungkan pernikahan.

8. Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).
Dokumen ini menunjukkan bahwa permohonan pernikahan telah
ditolak oleh KUA dengan alasan tertentu. Dokumen inilah yang
menjadi dasar utama bagi para pemohon ke pengadilan agama untuk
mengajukan dispensasi kawin.

Bukti-bukti yang telah dilampirkan para pemohon tersebut telah
sesuai dengan persyaratan administrasi sebelum mengajukan dispensasi
kawin, diantaranya formulir permohonan dispensasi kawin, fotokopi
dokumen identitas pemohon yakni KTP kedua orang tua atau wali dan
Kartu Keluarga, fotokopi dokumen identitas kedua calon mempelai yakni

KTP atau Kartu Identitas dan/ akta kelahiran anak serta dokumen lainnya
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yang menjelaskan tentang identitas atau status anak dan orang tua/wali,

dan juga fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak.’

Berdasarkan dalil posita, petitum, serta alat bukti surat yang telah

diajukan para pemohon di persidangan, hakim akan melakukan analisis

lebih mendalam terhadap semua bukti yang diajukan oleh para pemohon

kemudian juga menuangkannya ke dalam Putusan. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta

hukum berikut:

1.

Para Pemohon atau orang tua calon istri, anak Para Pemohon atau
calon mempelai perempuan, beserta calon suaminya beragama Islam.
Tempat tinggal Para Pemohon beserta anaknya berada di wilayah
Sijunjung.

Gina Lorenja binti Zulkarnaini adalah anak kandung dari Para
Pemohon.

Gina Lorenja binti Zulkarnaini akan menikah dengan Ahmad Fauzi
Pratama bin Asnul Basri, namun saat ini usia Gina Lorenja masih 17
tahun 6 bulan, sedangkan usia Ahmad Fauzi 16 tahun 6 bulan.

Tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan antara Gina Lorenja dan
Ahmad Fauzi, dan Gina Lorenja tidak dalam keadaan dilamar atau
menikah dengan pria lain, sementara Ahmad Fauzi juga belum pernah

melakukan pernikahan dengan wanita lain, dan tidak terdapat

"Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Taun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin
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halangan hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan pernikahan
diantara keduanya.

6. Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak keberatan meskipun saat
ini mereka belum menikah.

7. Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul
Basri telah melakukan hubungan suami istri setidaknya dua kali.

8. Orang tua dari masing-masing calon mempelai telah memberikan
restu terhadap rencana pernikahan mereka, serta menyatakan kesiapan
memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil. 2

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memberikan penetapan, hakim memiliki beberapa
pertimbangan, diantaranya :

Bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pria dan wanita
telah mencapai usia 19 tahun.”® Hal ini menjelaskan bahwa menurut
hukum yang berlaku di Indonesia, batasan usia minimum untuk melakukan
perkawinan adalah 19 tahun. Artinya, baik pria maupun wanita yang ingin
menikah harus sudah berusia 19 tahun atau lebih. Tujuan dari ketentuan
ini adalah untuk memastikan bahwa kedua pihak sudah cukup dewasa
secara fisik, emosional, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah

tangga dengan lebih matang.’

2Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 15-16

"3Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

"4Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan .....
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Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan perubahan
yang mengatur batas usia untuk perempuan dalam melakukan perkawinan
yang menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan
wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun,"”™ Hal ini harus
dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk melarang
perkawinan di bawah umur, karena tujuan dan prinsip perkawinan tidak
dapat tercapai jika dilakukan pada usia yang terlalu muda. Majelis Hakim
mempertimbangkan, bahwa penafsiran tersebut didasarkan pada fakta di
masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur sering kali berakhir dengan
perceraian. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh kurangnya kesiapan baik
secara fisik, mental, dan pemikiran dari pasangan dini untuk menjalankan
tanggung jawab dalam rumah tangga serta menyelesaikan masalah rumah
tangga yang kompleks. Mereka dianggap belum cukup dewasa untuk
mengelola masalah dalam rumah tangga dengan bijak.

Selain itu, pernikahan dini juga menyebabkan dampak yang tidak
dapat dianggap remeh, seperti meningkatnya angka kematian ibu hamil
saat melahirkan di usia yang terlalu muda. Menurut National Health
Service, kehamilan dan persalinan pada perempuan di bawah usia 18 tahun
berisiko tinggi menyebabkan kematian.”® Hal ini disebabkan oleh
ketidaksiapan fisik tubuh mereka yang masih dalam tahap perkembangan.

Selain itu, ukuran panggul yang masih sempit akibat pertumbuhan yang

"Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan .....
"®Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR), (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), 2
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belum sempurna dapat meningkatkan kemungkinan bayi mengalami
kematian saat dilahirkan.’’

Majelis Hakim menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan
mengedepankan prinsip bahwa calon suami istri harus siap secara fisik dan
mental untuk melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat
tercapai dengan baik tanpa memikirkan perceraian dan dapat memperoleh
keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, Undang-Undang
Perkawinan mengharuskan calon pengantin sudah dalam keadaan siap,
baik secara fisik maupun mental, sebelum memutuskan untuk menikah.
Persiapan ini penting agar mereka dapat menjalani kehidupan perkawinan
dengan baik.

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa prinsip, tujuan, dan
maksud dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membatasi batas
usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah, agar tujuan
perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah
mawadah warahmah dan kekal, dapat tercapai seperti yang diharapkan
dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, suami dan istri harus
saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing
dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan baik

secara spiritual maupun materi.

"™ovita Joseph, “Bahaya Kesehatan yang Bisa Timbul Akibat Pernikahan Dini”, HaloSehat 7
September 2023, diakses pada 20 Februari 2025 https://hellosehat.com/mental/hubungan-
harmonis/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/
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Majelis Hakim menimbang bahwa salah satu tanggung jawab
orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak.”® Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang tentang
Perkawinan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki
keselarasan dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Yakni dalam hal
kewajiban utama orang tua adalah memastikan anak-anak tidak menikah
pada usia yang belum matang. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak
anak, serta mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.

Majelis Hakim juga menimbang, bahwa para Pemohon sebagai
orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus,
memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Mereka juga bertanggung
jawab untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan,
minat, dan bakatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak.”® Oleh karena itu orang tua harus menjalankan peran dan
tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional,
pendidikan, dan perlindungan anak, serta mendukung perkembangan anak
agar dapat mencapai potensi terbaiknya.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat fakta yang
menunjukkan bahwa anak para Pemohon pada dasarnya tidak dapat
dinikahkan dengan calon suaminya karena keduanya belum mencapai usia

19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan,

8Pasal 26 ayat (1) poin (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
"Pasal 26 ayat (1) poin (1 dan 2 ), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
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serta Peraturan Mahkamah tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin. Meskipun terdapat fakta bahwa anak para Pemohon
dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah
melakukan hubungan suami istri setidaknya dua kali, calon suami anak
para Pemohon belum siap secara psikologis untuk menjadi seorang suami
yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, alasan-alasan yang muncul dalam persidangan
dianggap tidak termasuk ke dalam “alasan mendesak” untuk menyimpangi
aturan yang mewajibkan pasangan calon pengantin mencapai usia 19 tahun
sebelum menikah. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menjelaskan
bahwa meskipun keduanya memiliki hubungan emosional dan hubungan
fisik yang erat, hal tersebut tidak cukup mendesak untuk dijadikan alasan
pemberian dispensasi kawin. Selain itu, calon suami juga dianggap belum
memiliki kesiapan psikologis untuk menjalani tanggung jawab sebagai
kepala keluarga.

Majelis Hakim menimbang bahwa, alasan mendesak yang
memungkinkan seorang anak di bawah usia 19 tahun diberikan dispensasi
untuk menikah adalah apabila terdapat keadaan di mana tidak ada pilihan
lain dan pernikahan harus segera dilangsungkan.® Namun, fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan justru tidak menunjukkan adanya

keadaan mendesak tersebut. Majelis Hakim juga menimbang dan

80Ppasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
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menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa usia anak yang diajukan
untuk mendapatkan Dispensasi Kawin, yaitu 17 tahun 6 bulan, masih
dianggap sebagai usia anak-anak, sehingga perlu mendapatkan perhatian
khusus dalam hal pendidikan dan pengembangan kematangan pikiran,
mental, dan psikis untuk mempersiapkannya menjadi seorang istri di masa
depan, terutama ketika akan menikah pada usia 19 tahun. Begitu juga calon
suaminya yang usianya lebih muda, yaitu 16 tahun 6 bulan. Jika
dipaksakan menikah pada usia tersebut, hal ini bisa menimbulkan dampak
buruk dalam rumah tangga mereka, karena dari segi pemikiran,
kematangan psikis, dan spiritual, mereka belum siap dan masih berada di
bawah pengaruh besar orang tua dan orang dewasa lainnya. Mereka belum
mampu mengambil keputusan dan sikap yang tepat, apalagi untuk
menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tantangan. Oleh karena itu,
dalam hal ini berlaku kaidah

01338552l
“Kemudaratan (sedapat mungkin) harus dihilangkan”

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari kedua

calon mempelai di persidangan yang menyatakan bahwa keduanya belum

mampu menjalankan ibadah shalat wajib dan masih kesulitan untuk
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menghindari perbuatan zina menunjukkan bahwa keduanya belum berpikir
secara dewasa, kurang memahami cara beribadah dengan benar, dan belum
bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Padahal, anak para Pemohon
diharapkan akan menjadi ibu yang akan berperan penting dalam mendidik
anak-anaknya kelak, sehingga anak para Pemohon dinilai belum siap dan
matang untuk melangsungkan pernikahan. Begitu pula dengan calon suami
yang menyatakan tidak masalah jika pernikahan ini tidak dilangsungkan,
yang mengindikasikan bahwa calon suami juga belum siap dan matang
untuk menjalani pernikahan.8!

Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
kurangnya kematangan dan kesiapan anak para Pemohon serta calon suami
untuk menjalani pernikahan akan menyulitkan mereka untuk mencapai
tujuan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, serta ketentuan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa ketidakmatangan
dan ketidaksiapan kedua calon mempelai dapat memengaruhi
keharmonisan rumah tangga mereka dan menimbulkan kemudaratan bagi
keduanya dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini sesuai dengan
kaidah figh yang tercantum dalam kitab a/-Asybah wan-Nazair karya Jalal

al-din as-Suyuti, jilid I, halaman 87, sebagai berikut:

Lagddl &350 15 5 agadaz | e 5% (iaida (o lal 13)

81Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 19-20
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“Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan
harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak
terjadi”

Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini, terdapat dua pilihan
yang membawa dampak negatif (mudarat) yang harus dipertimbangkan.
Pertama, jika dispensasi kawin ditolak, anak para Pemohon mungkin akan
terpaksa melakukan zina dan menghadapi stigma negatif dari masyarakat.
Kedua, jika dispensasi kawin diberikan meskipun anak para Pemohon baru
berusia 17 tahun 6 bulan, hal itu dapat membawa berbagai risiko, termasuk
risiko kesehatan reproduksi, ketidakmatangan fisik dan psikologis, kondisi
ekonomi yang tidak stabil, putus sekolah, kelahiran prematur yang dapat
menyebabkan cacat pada bayi, kematian ibu dan anak, serta kemungkinan
munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat
berujung pada perceraian.

Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan
kaidah figih berikut :

Azl s B 3l aaall 25

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kebaikan”

gl 5 g JRY el 50 20

“Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya

umum/masyarakat”

82Galinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ,
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caa¥L 015 Y 5o
“Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus
menanggung bahaya yang lebih kecil ”

Majelis Hakim menimbang dengan menerapkan kaidah figh yang
disebutkan di atas, dalam perkara ini, hakim menilai bahwa dampak
negatif (mudarat) yang akan timbul jika permohonan dispensasi kawin
ditolak lebih ringan dibandingkan dengan dampak negatif yang akan
terjadi jika permohonan tersebut disetujui.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa meskipun anak para
Pemohon dan calon suaminya telah terlibat dalam perbuatan zina dan
mencemarkan nama baik keluarga, hal ini justru menunjukkan bahwa Para
Pemohon sebagai orang tua telah gagal dalam membimbing anaknya untuk
memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama serta sosial, serta tidak
berhasil mencegah anaknya dari pergaulan bebas. Tindakan zina yang
dilakukan oleh anak para Pemohon tersebut menunjukkan kelalaian orang
tua dalam memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak. Oleh
karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon
sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan kepentingan
terbaik bagi anak, karena anak merupakan generasi penerus yang harus
dibekali dengan kualitas dan ketangguhan agar mampu menghadapi masa
depan. Orang tua tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah dan tidak
memiliki pengetahuan yang cukup. Hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam QS. An-Nisa ayat 9 :
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0 L 8 e 635 S 165 31 05
I ¥ 58 1513 5
"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang
mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh
sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah
mereka berbicara dengan tutur kata yang benar’®
Majelis Hakim menimbang bahwa orang tua memiliki kewajiban
untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak, harus dipahami dalam
konteks untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Pernikahan pada
individu di bawah usia 19 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis
bagi ibu dan anak. Kehamilan pada usia sangat muda berpotensi
meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Anak perempuan berusia 10-
14 tahun memiliki risiko kematian saat hamil atau melahirkan lima kali
lebih tinggi, sementara mereka yang berusia 15-19 tahun memiliki risiko
dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun.?4
Berdasarkan fakta dan pertimbangan yang ada, Hakim berpendapat
bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak
memiliki dasar yang kuat dan tidak memenuhi kriteria "alasan sangat
mendesak" yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar

8Tim Penerjemah. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2010, 78

8 Asmariana, Yully, dkk, “Edukasi pada Remaja tentang Cegah Pernikahan Anak”, ADMA: Jurnal
Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, No. 2 (2023) 315.
https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA
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Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak mereka untuk
menikah dengan calon suaminya harus ditolak.
4. Amar Putusan
Berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan yang telah

dijelaskan diatas, Majelis Hakim yang bertugas mengadili perkara dalam
putusan No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yakni Aprina Chintya, S.H sebagai
Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rosniwati, S.H sebagai Panitera
Pengganti, pada tanggal 7 Desember 2023 Masehi yang bertepatan pada
anggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, telah memutuskan perkara No.
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ dengan amar putusan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus

sepuluh ribu rupiah);®

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Penolakan Permohonan
Dispensasi Kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif Maqasid al-
Usrah

Pengadilan merupakan tempat yang berperan penting bagi masyarakat
yang menginginkan keadilan melalui serangkaian proses, mulai dari
pemeriksaan, pengadilan hingga pengambilan keputusan dalam suatu

perkara.®® Tugas hakim pada dasarnya adalah memberikan keputusan dalam

8Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ
8Pasal 1 ayat 6, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
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setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim bertanggung
jawab menetapkan berbagai hal, seperti aspek hukum, nilai hukum dari
perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
perkara. Saat mengambil keputusan, hakim harus selalu mandiri dan terhindar
dari pengaruh pihak mana pun agar dapat menyelesaikan perselisihan secara
objektif sesuai dengan hukum yang berlaku,.8” Dalam sistem peradilan, majelis
hakim memegang tanggung jawab yang besar dalam menentukan putusan
dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta mempertimbangkan aspek
hukum lainnya yang relevan sebelum memutuskan suatu perkara.

Dalam perkara No. 201/Pdt.P/22023/PA.SJJ para pemohon
mengajukan dispensasi kawin dengan alasan utama bahwa anak mereka yang
berusia 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya yang berusaha 16 tahun 6 bulan,
telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun. Pernikahan dianggap
mendesak karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami
istri sebanyak tiga kali tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Orang tua
calon mempelai perempuan berpendapat bahwa pernikahan segera diperlukan
untuk menghindari masalah administratif dan sosial di masa depan.

Namun, berdasarkan Penetapan No. 201/Pdt.P/22023/PA.SJJ, hakim
menolak permohonan dispensasi kawin tersebut dengan beberapa
pertimbangan, diantaranya Fakta bahwa kedua calon mempelai belum

mencapai usia cukup untuk melangsungkan pernikahan. Hakim berpegang

8Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), 2.
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pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang
menyatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai
telah berusia 19 tahun. Sedangkan dalam kasus ini anak pemohon dan calon
suami anak pemohon masih belum mencapai batas minimal usia tersebut.
Hakim menilai bahwa dengan usia mereka saat ini dapat berisiko terhadap
kesehatan organ reproduksi serta kematangan emosi mereka masih belum
menunjukkan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan Pasal 7
Undang-undang No. 16 Tahun 2019, bahwa batas usia menikah ditetapkan
adalah untuk memastikan kematangan fisik dan mental calon mempelai agar
tujuan perkawinan tercapai. Oleh karena itu hakim menimbang bahwa
pernikahan anak di bawah umur dapat menimbulkan risiko dan dianggap tidak
memenuhi tujuan perkawinan.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat
penting dalam suatu proses peradilan, karena menentukan tercapainya nilai
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan tersebut.®® Salah
satu aspek penting dari putusan pengadilan adalah kemanfaatannya, yang mana
hal ini sejalan dengan konsep Magqdasid Shari’ah, di mana hukum harus
mengutamakan kemaslahatan bagi umat. Dalam konteks penelitian ini, urgensi
Magqasid Al-Shari’ah terletak pada pemahaman bahwa Allah menetapkan

hukum bagi seluruh manusia dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan.

8Muhammad Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam
Perkawinan Perspektif Magasid Usrah Jamaluddin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim
dalam Perkara No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)”, (UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember 2024) 104,
https://digilib.uinkhas.ac.id/35311/1/TESIS%20MUHAMMAD%20FADLIL%20ROHMAN.pdf
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Aturan-aturan tersebut dapat berasal dari nas Al-Qur’an, Hadis, maupun
hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama.

Salah satu ulama yang mengembangkan konsep Magasid Shari’ah
adalah Jamal al-din ‘Athiyyah. Beliau memberikan pembaruan terkait Magasid
Shari’ah dengan mengembangkan konsep awal yang digagas oleh Imam al-
Shatibi, yaitu ad-daruriyyat, al-hajiyyat, dan at-tahsiniyyat, sehingga tetap
relevan untuk diterapkan di era modern. Dalam kitabnya Nahwa Taf’ili
Magqasid al-Shari’ah, Jamal al-din ‘Athiyyah menjelaskan bahwa Magasid
Shari’ah di era kontemporer semakin berkembang dan lebih berfokus pada
aspek pengambilan kebijakan. Beliau melakukan reorientasi konsep Magasid
Shari’ah sebagai pusat penyedia kesejahteraan, yang dikenal dengan lima
Magqasid daririyyat dan kemudian dijabarkan menjadi empat divisi lebih
spesifik, yaitu: ruang lingkup individu, keluarga, kemanusiaan, dan
kemasyarakatan.®® Pendekatan ini melihat Magdsid Shari’ah dari kebutuhan
individu hingga kelompok yang lebih besar, sehingga sangat mendukung peran
dan fungsi negara sebagai pusat kesejahteraan.

Namun, dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada aspek yang
relevan  dengan  pertimbangan  hakim  dalam  perkara = No.
201/Pdt.P/22023/PA.SJJ. Konsep yang dimaksudkan adalah Magasid Al-
‘Usrah dalam kitab Nahwa Taf’ili Magqasid al-Shari’ah. Konsep ini tidak
hanya menawarkan dasar untuk memahami elemen-elemen penting dalam

kehidupan keluarga, namun melalui perumusan dimensi Magasid Al- ‘Usrah,

8 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 55
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Jamal al-din ‘Athiyyah juga berharap agar tujuan-tujuan syariat dalam
perkawinan dapat dipahami dan diimplementasikan sebagai upaya menjaga
keberlangsungan keluarga sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan
demikian, manusia dapat terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.%

Secara sederhana, Magqasid Al- ‘Usrah dapat dimaknai sebagai tujuan-
tujuan yang ingin dicapai melalui syariat perkawinan. Penerapan Magasid Al-
‘Usrah dalam menangani masalah-masalah keluarga kontemporer sangat
relevan. Hal ini karena nilai universalnya mampu menjangkau, menampung,
dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga modern yang mungkin tidak dapat
diselesaikan hanya dengan pendekatan berbasis teks semata.”! Seperti yang
telah dipaparkan sebelumnya bahwa, dalam aspek ranah keluarga (Magasid al-
Usrah), terdapat beberapa pembagian diantaranya: mengatur hubungan dua
jenis manusia (laki-laki dan perempuan), menjaga kelangsungan hidup
manusia (keturunan), memastikan terciptanya kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga,
melestarikan garis keturunan (nasab), menetapkan dasar pembentukan
keluarga, serta mengatur aspek ekonomi keluarga.

Peneliti melakukan kajian mendalam mengenai penetapan penolakan
permohonan dispensasi kawin pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ

dengan mengadopsi konsep Magqasid al-Usrah dari pemikiran Jamal al-din

OMuhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Magasid al-Shari’ah
Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantre)” (UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2023)
90-91, http://etheses.uin-malang.ac.id/58364/1/210201220004.pdf

1Busriyanti, Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah, (Depok: Pena
Salsabila, 2022). 231
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‘Athiyyah. Menurut Jamal al-din ‘Athiyyah, Maqasid Shari’ah dalam keluarga
mencakup tujuh poin penting yang bertujuan untuk mewujudkan
keharmonisan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam unit sosial terkecil ini.
Analisis ini akan membahas apakah keputusan tersebut sejalan dengan tujuh
prinsip utama Magqasid Shari’ah dalam keluarga. Berikut adalah analisis
Magqgasid al-Usrah Jamal al-din  ‘Athiyyah terhadap Penetapan No.

210/Pdt.P/2023/PA.SJJ:

1. Mengelola Hubungan Antara Dua Jenis Kelamin (Laki-laki dan
Perempuan)

Magasid al-Usrah menekankan pentingnya pengaturan hubungan
antara laki-laki dan perempuan dalam koridor hukum Islam, yang
mencakup persyaratan hukum, hak, dan kewajiban dalam perkawinan.
Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan
dalam hubungan perkawinan dan keluarga.®? Jamal al-din ‘Athiyyah
menekankan bahwa legalitas hubungan suami-istri merupakan fondasi
utama dalam pembentukan keluarga yang sah secara syariat. Pernikahan,
menurutnya, bukan sekadar ikatan sosial, melainkan sebuah akad religius
yang bertujuan untuk menjaga martabat manusia.®®> Sebagaimana
disebutkan dalam Al-Qur’an (Surah Al-Isra’: 32).

_ &

M sl Aald G848 L3301 558 Y5

9Muhammad Mufti, “Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqasid al-Shari’a
Perspective: A Study on Womaninitiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia”, SAWWA Jurnal Studi
Gender,No. 1, (2024), https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641

98 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Magasid al-Shari’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 149



62

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu
adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam tafsir Tahlili dijelaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan
yang keji dan menyebabkan banyak kerusakan seperti merusa garis
keturunan, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, merusak
ketenangan hidup dalam rumah tangga, dan menyebabkan berkembangnya
berbagai penyakit kelamin.%

Perkawinan dalam Islam disyariatkan untuk menjaga dan
membentengi kehormatan individu dan mencegah perbuatan yang
bertentangan dengan norma agama, seperti zina dan hubungan di luar
pernikahan. Syariat mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan iman
dengan menjauhi godaan, termasuk menghindari situasi yang berpotensi
memicu pelanggaran, misalnya tidak berkhalwat (berduaan) dengan lawan
jenis. Aturan ini tidak sekadar mengatur interaksi antara laki-laki dan
perempuan secara etis, namun juga bertujuan memelihara kesucian diri,
kehormatan, serta stabilitas masyarakat. Melalui upaya ini, syariat menjadi
benteng yang melindungi nilai-nilai moral dan keharmonisan sosial.%®

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena

perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ, peneliti

berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut tidak

%Tim Penerjemah. AI-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2010, 285

Tafsir Tahlili, Qur an nuonline, https://quran.nu.or.id/al-isra/32

%Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban
Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." 4/-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 4, no. 1
(2022), 50.
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sesuai dengan Magasid al-Usrah dalam aspek “Mengelola Hubungan
Antara Dua Jenis Kelamin (Laki-laki dan Perempuan)”. Peneliti
berpendapat, jika dispensasi kawin tersebut ditolak maka dapat
menyebabkan kerusakan moral bagi kedua calon mempelai, karena tidak
menutup kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan zina kembali.
Sedangkan, perbuatan zina jelas merupakan dosa besar dalam Islam.
Dengan tidak menikahkan mereka hakim berisiko mendorong perilaku
zina yang berlanjut.
2. Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia (Keturunan)

Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan agar memiliki
nasab yang jelas dan terlindungi secara hukum. Jamal al-din ‘Athiyyah
menjelaskan bahwa tujuan utama pensyariatan perkawinan adalah untuk
memastikan keberlangsungan hidup manusia (baga’' al-nasl).’’ Dalam
Magqasid al-Usrah , hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan utama yang
menekankan pentingnya menjaga garis keturunan dan memastikan
kesejahteraan generasi mendatang. Konsep ini tidak sekadar menjaga
hubungan silsilah, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak diakui dan
dilindungi dalam konteks keluarga mereka. Ini termasuk pengakuan
hukum atas identitas dan perlindungan hak-hak anak atas warisan

mereka.®® Konsep ini juga menegaskan bahwa keturunan seharusnya

9"Muhammad Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam
Perkawinan Perspektif Mawwashid.....”, 105,

98Syarief Husien, “Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the
Perspective of Hifdzu al-Nasl”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, No. 2 (2024), 67
http://dx.doi.org/10.26532/jh.v40i2.41290



64

dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang stabil, baik secara emosional
maupun ekonomi, guna menjamin kesejahteraan dan hak-hak mereka.

Islam mengatur perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan
melalui mekanisme hukum yang memastikan keabsahan hubungan
pernikahan serta pemenuhan hak-hak anak. Konsep ini juga menegaskan
bahwa Perlindungan terhadap keturunan adalah tanggung jawab utama
dalam keluarga. Tanggung jawab ini mencakup berbagai upaya untuk
menjaga, melindungi, dan memastikan anak-anak dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, mental, maupun
spiritual. Selanjutnya, aspek ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan
keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, serta
memberikan teladan yang baik bagi anak-anak juga merupakan bagian dari
perlindungan terhadap keturunan. Secara keseluruhan, perlindungan ini
bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari prinsip dan hukum
dalam syariat Islam. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu berupaya secara
nyata dalam memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengasuhan yang
terbaik bagi generasi penerus.®®

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin yang
didasarkan pada perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.S1J,
penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan
tersebut selaras dengan prinsip Magasid al-Usrah dalam aspek “Menjaga

Kelangsungan Hidup Manusia (Keturunan)”. Hal ini didasari pada tujuan

99 Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan.....,52.
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untuk melindungi generasi mendatang dari kondisi kehidupan yang tidak
layak dan tidak stabil. Selain itu, kehamilan di usia dini memiliki risiko
tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi, termasuk komplikasi saat
persalinan, kelahiran prematur, dan angka kematian ibu dan anak yang
lebih tinggi.’® Jika dispensasi kawin diberikan kepada pasangan yang
belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi, maka risiko
tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu, menolak dispensasi kawin
dalam kondisi ini merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip Aifz al-
nas/ (menjaga kelangsungan hidup keturunan), yang menekankan
perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan keturunan

dalam jangka panjang.
3. Memastikan Terciptanya Kehidupan Rumah tangga yang Sakinah,

Mawaddah Warahmah
Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan
kehidupan rumah tangga yang harmonis, dilandasi oleh ketenangan
(sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan belas kasih (rahmah). Konsep ini
sejalan dengan pemikiran Jamal al-din ‘Athiyyah, yang mendefinisikan
keluarga ideal sebagai entitas yang memadukan ketiga nilai tersebut,

sebagaimana dijelaskan dalam Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21.

R Jany Ll 1018551 KT e L1 G O il (e
&80 o 3 I Al s )7Ral 53 835

10Annisa Kernesyia, "5 Bahaya Hamil di Usia Muda, Bunda Perlu Tahu" HaiBunda, 23 September
2024 diakses pada 17 Maret 2025 https://www.haibunda.com/kehamilan/20240920114313-49-
348089/5-bahaya-hamil-di-usia-terlalu-muda-bunda-perlu-tahu
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Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu
sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di
antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)
bagi kaum yang berpikir. 1%

Dalam sebuah keluarga, sakinah berarti ketenangan. Yaitu keadaan
tenteram dan damai yang dirasakan oleh sepasang suami istri. Mawaddah
berarti Menunjukkan cinta dan kasih sayang. Diwujudkan melalui
komitmen serta upaya bersama, seperti saling menghargai, menunjukkan
perhatian, serta membangun komunikasi yang efektif. Sementara itu,
rahmah yakni menandakan kasih sayang, kebaikan, dan belas kasihan,
yang tercermin dalam sikap saling memaafkan, empati, serta kepedulian
terhadap kesejahteraan pasangan dan anak-anak dalam keluarga.'%?

Untuk mewujudkan tujuan ini, beberapa hal penting perlu
dilakukan. Pertama, setiap anggota keluarga harus merasa aman,
didukung, dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang
terbuka, kejujuran, dan saling pengertian antar anggota keluarga menjadi
kunci utama. Dengan membangun suasana penuh kasih sayang dan
dukungan, keluarga akan tumbuh sebagai tempat perlindungan yang
menenangkan, terutama saat menghadapi tekanan hidup. Hal ini tidak

hanya memperkuat ikatan antar anggota, tetapi juga menjadi fondasi

kokoh untuk menciptakan kebahagiaan yang langgeng dalam keluarga.'®®

01Tim Penerjemah. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2010, 406

102A1di Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”,
Jurnal al-Nadhair No. 01 (2024), https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272

103A gus Hermanto, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan ......., 54
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Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena
perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ, peneliti
berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut telah
sesuai dengan Magasid al-Usrah dalam aspek “Memastikan Terciptanya
Kehidupan Rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah”.
Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa pasangan yang masih di bawah
umur umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi
untuk membangun rumah tangga yang di dalamnya tercapai ketenangan
(sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan belas kasih (rahmah). Pasangan
yang melakukan perkawinan dengan belum memiliki kesiapan secara
mental dan emosional, sebagian besar hanya akan menjadi beban dan
berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pernikahan tidak seharusnya
dijadikan solusi pragmatis untuk menyelesaikan kasus perzinaan, tetapi
harus tetap berlandaskan kesiapan mental, emosional, serta tanggung
jawab yang matang.

. Melestarikan Garis Keturunan (Nasab)

Nasab merupakan aspek fundamental dalam struktur keluarga yang
harus dilindungi agar tidak terjadi distorsi identitas dalam komunitas
sosial. Konsep #hifz al-nasab menekankan pentingnya perlindungan
identitas sosiologis keluarga melalui garis keturunan yang jelas. Setiap
anak memiliki hak untuk memperoleh kejelasan asal-usulnya guna
menghindari kebingungan identitas yang dapat berdampak pada aspek

sosial dan hukum. Dalam hukum Islam, anak yang sah secara nasab hanya
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diakui jika lahir dari pernikahan yang sah, sehingga mencegah klaim nasab
bagi anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Perlindungan nasab
menjadi aspek krusial dalam mencegah sengketa identitas dan hak waris.
Athiyyah menegaskan bahwa praktik zina dan pengakuan anak di luar
nikah, dapat merusak integritas garis keturunan dan berpotensi
menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas. Selain menegaskan
pada perlindungan nasab, prinsip il s ini juga mencakup larangan
terhadap pencemaran nama baik keluarga sebagai upaya menjaga
kehormatan dan martabat individu

Oleh karena itu, dalam konteks penolakan permohonan dispensasi
kawin akibat perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ,
penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan
tersebut tidak sejalan dengan Magasid al-Usrah dalam aspek
“Melestarikan Garis Keturunan (Nasab)”. Dalam kasus ini, anak para
pemohon telah mengaku melakukan hubungan suami istri di luar
pernikahan dengan calon suaminya. Maka, apabila dispensasi kawin
tersebut ditolak akan timbul risiko yang lebih besar. Hal ini berkaitan
dengan aspek mengelola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang
telah dijelaskan sebelumnya. Jika dispensasi kawin tersebut ditolak maka
dapat berpotensi membiarkan perbuatan zina yang berkelanjutan, dan hal
ini dapat memicu kehamilan di luar perkawinan. Kehamilan di luar
perkawinan dapat menimbulkan masalah terkait status nasab anak yang

menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks.
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Dalam hukum Islam, anak hasil zina sering kali tidak diakui
nasabnya dari ayah biologinya. Hal ini berarti anak tersebut tidak memiliki
hak waris dari ayah dan hanya terhubung secara nasab dengan ibunya.
Ketidakpastian ini dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial bagi
anak tersebut.’®* Selain itu penolakan dispensasi kawin juga menyebabkan
beberapa pihak memilih untuk tetap melangsungkan perkawinan melalui
perkawinan siri. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Ochta
Novitasari pada tahun 2022, dengan judul Fenomena Nikah Siri Karena
Tertolak Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Ulama’ Nahdlatul
Ulama’ dan Muhammadiyah (Studi kasus kecamatan Watulimo Kabupaten

).195 Akibatnya, perkawinan tidak dicatat secara hukum dan

Trenggalek
berimplikasi pada jaminan serta perlindungan hukum bagi mereka.
5. Menjaga Nilai-nilai Agama dalam Keluarga
Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki
peran strategis dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai agama
kepada generasi berikutnya. Pemeliharaan agama dalam keluarga,
merupakan aspek penting ajaran Islam yang menekankan pentingnya

menjaga nilai-nilai dan praktik keagamaan di antara anggota keluarga.

Konsep ini penting untuk memastikan bahwa unit keluarga tetap

1%4Qayyida Chazratud Diana, “Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di
Indonesia  dan  Malaysia®  (UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2023), 30
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74231/1/SAY YIDA%20CHAZRATUD

%20DIANA%20-%20FSH.pdf

1950c¢hta Novitasari, “Fenomena Nikah Siri Karena Tertolak Pengajuan Dispenssai Kawin Perspektif
Ulama’ Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah (Studi kasus kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek)” (UIN Sayyid Ali Ramatullah, 2022) http://repo.uinsatu.ac.id/30550
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berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat. Kepala keluarga bertanggung jawab memastikan
internalisasi nilai-nilai agama melalui pendidikan dan praktik ibadah.
Kewajiban ini termaktub dalam QS. At-Tahrim: 6, yang menegaskan peran
orang tua dalam mencegah penyimpangan atau kekufuran.

3 2 TP I S N S ST IR L e S S RSO NP i

solaally Julll lad3e5 1 50 aSilal 5 Al 138 ) 5ia) G331 Ly
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang
kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa
yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan. *%

Salah satu prinsip utama dalam konsep ini adalah membangun
keluarga dengan berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk di dalamnya
menghindari tindakan yang dapat merusak keyakinan seseorang, menahan
diri dari dosa besar, memenuhi ibadah yang wajib, mengadopsi sikap
Islami, dan memenuhi kewajiban yang wajib.1%” Oleh karena itu dalam
kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena perzinaan, peneliti
berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut telah

sesuai dengan Magasid al-Usrah dalam aspek “Menjaga Nilai-nilai

Agama dalam Keluarga”. Penulis berpendapat bahwa menekankan

198Tim Penerjemah. AI-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2010, 560

©"Moch. Cholid Wardi, dkk, “CONTEXTUALISATION OF AL-MAQASID AL-KULLIYAT
ACCORDING TO THE OBJECTIVES OF THE INDIVIDUAL, FAMILY, SOCIETY AND
HUMANITY: AN ANALYSIS ON JAMALUDDIN ‘ATHIYAH’S PERSPECTIVES”, MJSL
Malaysian Jurnal of Syariah and Law, No. 1, (2023),115
https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389
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kesiapan spiritual sebelum melakukan perkawinan merupakan hal yang
sangat penting. Sedangkan jika dilihat dalam putusan tersebut kedua calon
mempelai telah melakukan hubungan suami istri di liar pernikahan, ini
mencerminkan keduanya belum memiliki pemahaman yang kuat terkait
nilai-nilai agama. Sehingga pasangan tersebut yang belum memiliki
pemahaman agama yang kuat, justru akan sulit mencapai keberkahan
dalam sebuah rumah tangga. Terutama ditemukan fakta bahwa calon suami
saat ini belum menjalankan ibadah shalat wajib.
. Menetapkan Aspek Dasar Pembentukan keluarga

Keseimbangan peran antara suami, istri, dan anak dalam keluarga
menjadi faktor utama dalam menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh.
Keluarga dalam Islam dibangun atas hierarki tanggung jawab yang jelas.

Suami, sebagai pemimpin keluarga (QS. An-Nisa: 34),

3487 T & . oo- Yo osc. e- sui NEL E 4. T % Yo % ooaqad Sy owif
P “’%'/./ ol 3w &, w JLoa i ; B o7 ©
OARE 30l 5 30 Jada Loy Gl aloda, S48 EALLANE L0152 (e
Ero T T 0qE 24 s el P TS P S N TR S N S S
kel (8 (p 53 il 5 aalimall (8 G 503805 Ga 3lasd (a5 5
e Z “ 4z V @ é’o P @ oy A 0% T
58 e 5% a0 5 S belle 1545 S
Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas
para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian
mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.
Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada
Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah
telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah

mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika
mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
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menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha
besar. 1%

berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan. Sementara istri
memiliki hak atas penghormatan dan kesejahteraan dalam rumah tangga
dan anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan
dari kedua orang tua. Partisipasi keluarga besar, seperti mertua atau
saudara kandung, berperan sebagai mediator dalam resolusi konflik.

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena
perzinaan, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap
penetapan tersebut telah sesuai dengan Magasid al-Usrah dalam aspek
“Menetapkan Aspek Dasar Pembentukan keluarga”. Jika Hakim
memberikan dispensasi kawin pada permohonan tersebut hal ini
menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yang mana pernikahan dini
sering kali merusak keseimbangan ini karena pasangan yang masih muda
cenderung belum memahami tanggung jawab mereka dalam sebuah rumah
tangga. Padahal dalam Islam telah dijelaskan bahwa keluarga memiliki
struktur dan tanggung jawab yang jelas dan jika pernikahan dilakukan
tanpa kesiapan baik secara lahir dan Dbatin, maka potensi
ketidakseimbangan peran dalam keluarga menjadi lebih besar. Hal inilah
yang dapat menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga.

7. Mengatur Aspek Ekonomi Keluarga

198Tim Penerjemah. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2010, 84
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Ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan rumah
tangga. Kesejahteraan keluarga bergantung pada pengelolaan keuangan
yang baik. Bahkan ditemukan fakta bahwa perceraian di Indonesia
sebagian besar disebabkan karena masalah ekonomi. Oleh karena itu
sebelum menikah, keduanya membutuhkan kesiapan finansial yang cukup.
Sedangkan anak-anak yang menikah dini sering kali belum mandiri secara
ekonomi, yang berakhir pada permasalahan finansial dan ketergantungan
pada keluarga besar. Pernikahan dini sering kali menyebabkan kesulitan
ekonomi bagi pasangan muda yang belum memiliki pekerjaan atau
keterampilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah
tangga. Begitu pun sebaliknya, menikah di usia matang memungkinkan
pasangan untuk memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena
perzinaan, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap
penetapan tersebut telah sesuai dengan Magasid al-Usrah dalam aspek
“Mengatur Aspek Ekonomi Keluarga”. Suami bertanggung jawab untuk
memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jika melihat dari
putusan tersebut calon mempelai laki-laki mendapatkan penghasilan
sekitar Rp.1.200.000 setiap bulan. Jika dibandingkan dengan UMP di
Kabupaten Sijunjung yakni Rp.2.747.000 pada tahun 2023%,

perbandingan ini masih terbilang cukup jauh. Oleh karena itu dengan

199Erna Wahyu Septianna, UMK di Kabupaten Sijunjung provinsi Sumatra Barat, GuruSains.com, 6
Desember 2024 diakses pada 20 Maret 2025 https://gurusains.com/umk-sijunjung
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ketidaksiapan ekonomi bagi calon mempelai, ini dapat menyebabkan
ketidakstabilan dalam keluarga. Rumah tangga yang tidak memiliki
stabilitas ekonomi berisiko mengalami permasalahan besar hingga
berujung pada perceraian.

Berdasarkan analisis terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin
dalam Penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ melalui perspektif Magasid al-
Usrah, terlihat kompleksitas pertimbangan antara kepatuhan hukum positif,
prinsip syariat, dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, penolakan dispensasi
kawin dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip tanzim al- ‘aldgah bayna al-
jinsayni, dan hifz al-nasab karena berisiko membiarkan pasangan terus
melakukan perbuatan zina, kehamilan di luar nikah serta menimbulkan
ketidakjelasan status anak yang mungkin lahir dari hubungan tersebut. Namun,
di sisi lain, keputusan tersebut juga selaras dengan prinsip hifz al-nasl, tahqiq
al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah, hifz al-tadayyun fi al-usrah, dan
tanzim al-janib al-mu’assast lil-usrah, tanzim al-janib al-mali lil-usrah
mengingat pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan

ekonomi dapat berujung pada ketidakharmonisan dan bahkan perceraian.

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Penolakan Dispensasi Kawin No.

201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif Magasid al-Usrah

No 7 Aspek Magqasid al-Usrah S TS

1. | Tanzim al-‘alaqah bayna al-jinsayni X

2. | Hifz al-nasl v
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3. | Tahqiq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah v
4. | Hifz al-nasab

5. | Hifz al-tadayyun fi al-usrah v
6. | Tanzim al-janib al-mu’assast lil-usrah v
7. | Tanzim al-janib al-mali lil-usrah v

Jika terdapat perbedaan terhadap beberapa aspek Magdasid al-Usrah

seperti di atas, maka perlu dilakukan pertimbangan berdasarkan tingkat

prioritas kategorisasinya, yakni ad-darurah, al-hdjah, al-manfa ah.*'°

Berdasarkan tiga tingkatan diatas maka dihasilkan analisis sebagai berikut :

1. Tingkat ad-daruriyah, merupakan unsur-unsur fundamental yang wajib

terpenuhi bagi keberlangsungan hidup manusia, baik yang bersifat

diniyyah atau dunyawiyyah. Tanpa pemenuhannya, kehidupan manusia di

dunia akan mengalami kerusakan.'''Asy-Syatibi menyatakan bahwa

aspek-aspek yang tergolong dalam daruriyah (kebutuhan primer) untuk

menjaga kemaslahatan manusia meliputi lima hal utama: agama (al-

din), keselamatan jiwa (al-nafs), akal sehat (al-aql), harta benda (al-mal),

dan kelangsungan keturunan (a/-nas/).’*? Tingkatan ini disusun secara

hierarki, di mana agama (al-din) menempati posisi tertinggi, lalu diikuti

secara berturut-turut oleh aspek-aspek di bawahnya sesuai urutan prioritas.

Jika dilihat dari uraian di atas, terdapat empat aspek Magqasid al-Usrah

Y0 Jamal al-din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 55

HMuhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga.......... 44

12Djan Amelia Sari, Ahmad fadly Rahman, dan Kurniawati, “Maqasid al-Syari’ah”, Madani :
Jurnal Ilmiah Multidisipine, No. 9 (2024), 122 https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844
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yang termasuk dalam tingkatan daruriyah, dintaranya Hifz al-tadayyun fi
al-usrah, Tanzim al-‘alagah bayna al-jinsayni, Hifz al-nasl, Tanzim al-
janib al-malt lil-usrah, Hifz al-nasab.

2. Al-hajah yakni unsur yang perlu dipenuhi manusia karena keberadaannya
mampu mempermudah kehidupan sekaligus mencegah timbulnya
kesulitan.!*® Jika dilihat dari pengertian di atas, terdapat dua aspek
Magqasid al-Usrah yang termasuk dalam tingkatan Al-hajah, yakni tahqiq
al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah, dan tanzim al-janib al-
mu’assasi lil-usrah.

3. Al-manfa ah yaitu unsur esensial yang mendasar untuk menjamin hak
hidup manusia, meskipun kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak, hak
tersebut tetap dapat dilindungi dan dipertahankan keberadaannya
(penyempurna).!!* Jika dilihat dari pengertian di atas, tidak ada aspek
Magqasid al-Usrah yang termasuk dalam tingkatan Al-manfa ah.

Tabel 3.2 Tujuh Aspek Magqasid al-Usrah berdasarkan Tingkatan

Magqasid al-Shart’ah
No | 7 Aspek Magqasid al-Usrah | Kategori Alasan
L Hifz al-tadayyun fi al- Ad-darurah Menjaga agama dalam
usrah keluarga (al-din)
5 Tangz’m al-' alagah bayna Ad-darurah Mencegah zina dan .
al-jinsayni kerusakan moral (al-din)
. Menjaga kelangsungan
3. | Hifz al-nasl Ad-darurah hidup keturunan (al-nafs)
13Muhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga.......... ”, 45

4Muhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga.......... ”, 45
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4 Tanzim al-janib al-mali lil- Ad-darurah Pengaturan keuangan
usrah keluarga (al-mal)
. Memelihara garis
5. | Hifz al-nasab Ad-darurah Keturunan (al-nasl)
6 Tahqiq al-sakan wa al- Al-haiah Meningkatkan kualitas
" | mawaddah wa al-rahmah Y hubungan keluarga
7 Tan’zz'm al_-jc.imb al- Al-hajah Menstabilkan struktur
mu’assast lil-usrah keluarga

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat
bahwa yang seharusnya diprioritaskan adalah aspek yang termasuk dalam
kategori tingkatan paling tinggi serta aspek yang memiliki dampak paling besar
bukan hanya terhadap dirinya sendiri tapi juga terhadap keberlangsungan
keluarga dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Penulis berpendapat bahwa
penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin penetapan No.
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ telah sesuai dengan perspektif Magasid al-Usrah.
Namun, penolakan dispensasi kawin ini tidak lantas mengizinkan hubungan
pranikah secara bebas. Hakim perlu menyiapkan alternatif lain atau solusi guna
mencegah praktik zina, misalnya melalui pendekatan mediasi keluarga untuk
mengontrol interaksi calon pasangan, program bimbingan remaja oleh
KUA/pemerintah, atau edukasi terkait kesehatan reproduksi dan penanaman

nilai-nilai keagamaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Hakim menegaskan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun
perempuan. Meskipun pemohon menyatakan bahwa calon mempelai telah
berzina, hal tersebut tidak memenuhi kriteria “alasan sangat mendesak”
dalam undang-undang untuk menyimpangi aturan usia minimal menikah.
Hal ini justru menunjukkan kegagalan pengawasan orang tua dan bentuk
ketidaksiapan calon mempelai. Hakim menimbang risiko medis bagi calon
mempelai perempuan, seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi
akibat kehamilan di usia remaja. Keduanya dinilai belum matang secara
psikologis dan spiritual serta kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki
penghasilan Rp1.200.000/bulan dianggap tidak cukup untuk menjamin
stabilitas rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bahwa mudarat
penolakan dispensasi lebih ringan dibandingkan mudarat persetujuan
dispensasi dengan risiko perceraian, kemiskinan, dan kematian ibu atau
bayi, yang mana hal ini berpotensi merusak tujuan perkawinan.

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ
melalui perspektif Magqdasid al-Usrah, penulis berpendapat bahwa lima

dari tujuh aspek utama yang dikemukakan oleh Jamal al-din ‘Athiyyah,
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telah sesuai. Aspek tersebut meliputi: Menjaga kelangsungan hidup
manusia, Memastikan terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah, Menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga,
Menetapkan dasar pembentukan keluarga, dan Mengatur aspek ekonomi
keluarga. Adapun dua aspek yang kurang sesuai dengan Maqasid al-Usrah
yaitu: Mengelola hubungan antar jenis kelamin, penolakan dispensasi
berisiko membiarkan pasangan terus melakukan zina. Melestarikan garis
keturunan, penolakan dispensasi karena zina berpotensi menyebabkan
kehamilan di luar nikah, yang mengancam kejelasan nasab anak dan
memicu masalah sosial-hukum. Penulis berpendapat bahwa penolakan
terhadap permohonan dispensasi kawin penetapan  No.
201/Pdt.P/2023/PA.SJJ telah sesuai dengan perspektif Magasid al-Usrah.
Namun, penolakan dispensasi kawin ini tidak lantas mengizinkan
hubungan pranikah secara bebas. Hakim perlu menyiapkan alternatif lain

atau solusi guna mencegah praktik zina.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penolakan
permohonan dispensasi kawin karena perzinaan dalam perspektif Magasid al-
Usrah, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
Pertama, Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki
beberapa keterbatasan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan
kajian dengan pendekatan yang lebih holistik untuk pemahaman yang lebih

mendalam tentang penolakan dispensasi kawin. Penelitian mendatang juga
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perlu meluaskan wilayah geografis berbeda guna menganalisis perbedaan
pertimbangan hakim dan faktor sosial-budaya yang memengaruhi putusan.

Kedua, Bagi Praktisi Hukum (Hakim dan Pengadilan Agama).
Disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam
menangani kasus dispensasi kawin, dengan memadukan aspek hukum positif
dan prinsip Magasid al-Usrah. Penting juga untuk memberikan solusi serta
pendampingan bagi pasangan yang ditolak dispensasi kawin guna mencegah
praktik zina berkelanjutan atau pernikahan siri.

Ketiga, Bagi Pembuat Kebijakan. Perlu adanya penyusunan pedoman
teknis yang memperjelas kriteria “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 UU
Perkawinan. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi kesehatan
reproduksi dan risiko pernikahan dini bagi remaja serta orang tua melalui
kolaborasi dengan sekolah dan pusat layanan masyarakat, sebagai upaya untuk
mengurangi praktik pernikahan dini yang berisiko.

Keempat, Bagi Masyarakat dan Keluarga. Keluarga, terutama orang
tua, perlu meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab pengasuhan yang
menitikberatkan pada perlindungan hak anak, termasuk mencegah pergaulan

bebas dan memastikan akses pendidikan yang memadai.
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SALINAN PENETAPAN
Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

P S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memenksa dan mengadill perkara pada tingkat pertama, dalam
persidangan elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana
tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ZULKARNAINI BIN SUTAN SYARIF, NIK 1303081407710001,

tempatitanggal lahir Bulu Rotan/14 Jull 1971, umur 52 tahun,
agama Islam, pekerjaan petani, pendidkan SD, tempat
kediaman di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan
Koto VIl, Kabupaten Sijunjung, nomor HP/WA
082269513406/081270550428, dalam hal ini menggunakan
domigili elektronik melaks emal psakira990@gmail.com,
sebagai Pemohon |;
Dan

ILASNAWATI BINTI MASRI, NIK 1303084107850043, tempatitanggal lahir

Guguk/t Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekeraan
Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Koto
Guguk, Nagan Guguk, Kecamatan Koto VI, Kabupaten
Sijunjung, nomor HPWA 082260513406/081270550428,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalul emal
psakirad90@gmail.com, sebagal Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagal Para Pemohon
kecuall dalam amar penetapan Ini;

Pengadédan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon

suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para

Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-buktl di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06
Movermnber 3023 yang telah terdaftar di kepanitersan Pengadilan Agama
Sijunjung dengan register perkara Momor 201/PdLP2023FA 50, tanggal 10
Movernber 2023, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan
Dispensasi Kewin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebapai benikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hendak menikahkan anak kandung
Pemohaon | dan Pemaohon Il yang bemama Gina Lorenja binti Zulkamnaini,
MIK: 1303085204060006, tempat tanggal kshir, Buluh Rotan, 12 Apnl
2006 (17 tahun 6 bulan). agama kslam, Pendidikan 5D, pekerjaan belum
bekerja. tempat tinggal di Jorong Koto Guguk, Nagar Guguk, Kecamatan
Koio Wi, Kabupaten Siunjung, dengan calon suami bemama Ahmad
Fauzi Pratama bin Asnul Basri, MIK: 1303081804070004. tempat dan
tanggal lahir, Koto Panjang. 16 April 2007 (16 tahun & bulan), sgama
Islam. pendidikan tidak tamat S0, pekerjaan Petani. tempat tinggal di
Jorong Koto Panjang, Megar Limo Koto, Kecamatan Koto VI,
Kabupaten Sijunjung;

2. Bahwa karena anak Pemohon | dan Pemchon Il Gina Lorenja bint
Zulkamaini beham cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Wrusan
Agama Kecamatan Koto Vil tempat anak Pemohon | dan Pemohon Il
akan menikah menolak permohonan Pemohon | dan Pemohan [ dengan
mengeluarkan surat Penolakan kehendak nikah dan Kantor Uresan
Agama Kecamatan Koto ViIl, Nomor 231/Kual0d.3.3Pw.01M4 1522023,
tanggal 08 Movember 2023 sebagaimana terlampir;

3. Bahwa menurut ketentuan passl T ayat (1) UU. Mou16 Tahun 2019
tentang perubahan atas UU. WNo 1 tahun 1974 yang berbunyi:
perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah memcapai
umur 19 {sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat () UU.
Mo. 16 tahun 2019 tenteng perubshan atas UU. Moo 1 tshun 1974

Hisliran 2 dari 25 haldman, Parstigan Nemer 010 dn 2001 Pa S

87

'y Pl
ki g, el 1 o e G e [re———— e

D ek Andin it el L i Fres . = Ay F bt
S el ke i T 1T LB el I




D

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan_mahkamahagung.go.id

perkawinan dapat dileksanakan dengan meminta dispensasi kepada
Pemgadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

. Bahwa alesan Pemohon | dan Pemohon (I bermaksud mengajukan

permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon
Il Gina Lorenja binti Fulkamaini dengan calon suami yang bemama
Ahmad Fauzi Pratama bin Asmul Basri karena telah menjalin hubungan
yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun
lamanya, permnilahan anak Pemohon | dan Pemohan Il sangat mendesak
untuk segera dilangsungkan karena anak Pemohon | dan Pemohon I
demngan calon suami telah pemah medakukan hubungan badan layaknya
suamd istri tanpa ada hubungan yang sah sebanyak 3 (tiga) kal,
sehingga Pemaohon | dan Pemohon Il berkeinginan untuk menikah kah
anak Pemohon | dan Pemohon |l dengan calon suaminya, serta untuk
mengantsipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin  timbl
dikemudian hari apabila tidak segera dinlkahkan;

. Bahwa karena anak Pemohon | dan Pemohon || masih belum cukup

umur menikah, Pemohon | dan Pemohon I mohon agear diberikan
dispensasi terhadap anak Pemchon | dan Pemohon Il untuk melakukan
perkawinan tersebut;

. Bahwa antara Gina Lorenja bintl Zulkarnaini dengan calon suaminya

tidek ada hubungan darah, sepersusuvan, dan tidak ada halangan
perkawinan;

. Bahwa ansk Pemochon | dan Pemohon Il berstatus perewan dan sudah

siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. dan calon suami
berstatus jejaka swdeh siap pula untuk menjadi secrang suami dan
kepala rumah tangge serta telah bekerja sebagai petani dengan
penghasilan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dwea ratus ribu rupish) setiap
baslanmya;

. Bahwa keluarga kedua belsh pihak satuju akan hubungan Gina Lorenja

binti Zulkarmaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basn dan tidak
ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berangsungnya
pemikahan tersebut, dan pihak dar puskesmas Gambok telah
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mengeluarkan surst keterangan telsh diberikan pemeriksaan dan
edukasi antara Gina Lorenja binti Zulkamnaini dan calon suami Ahmad
Fauzi Pratama bin Asnul Basri;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon 1|
dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala
bisya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang beraku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon penstapan
wang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primar

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Memberi dispensasi kewin kepada anak Pemohon | dan Pemohon Il (Gina
Lorenja bintl Zulkarnainl) untuk melakukan perkawinan dengan calon
suami bernamsa (Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri);

3 Membebankan biaya perkara menurut hukuwm;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putssan yang seadil-
adilnya (ex a quo et bano);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan unbuk memeriksa
perkara ind, para Pemchon, anak para Pemohon, calon suami anak para
Pemohon, serta ibu kandung calon swami anak para Pemohon, hedi
menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telsh memberikan nesihat’penjelasan kepada para
Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu
kandung calon suami anak para Pemaohon, perihal resiko dari pernikahen anak
di bawah umur, diantaranya kemunghkinan anak tidak dapat melanjuthan
pendidiken sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak
sampai wajib belajar 1% tahun, secara biclogis organ reproduksi anak belum
siap, belum lagi masalah tantangan ekonomd, psikologl dan emosi anak bedum
matang, yang semusa ity akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon seami
anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya;
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Bahwa di persidangan kemudian dibacakan pemmohonan para
Pemohon, dan para Pemohon menyataken mengubah posita 2 dengan
menghilangkan kata “sebagaimana terampir® dan selebihnya pada pokoknya
tetap pada permohonannys,

Bahwa, anak para Pemohon yang bemama Gina Lorenja bind
Zulkamaini, urmur 17 tahwn & bulan, agama Islam, pendidikan 5D, pekerjaan
tidak bekerja, tempat kediaman di Jorong Kolo Guguk, Magari Guguk,
Kecamatan Kota Wil, Kabupaten Sijunjung. telah memberikan keterangan di
persidangan sebagai berilut:

- Bahwa, anak para Pemohon terakhir duduk di kelas VIl SMPMN 33
Sijunjung;

- Bahwa, anak para Pamohon telah berhenti sekolah sejak tiga tahun kel
karena pada masa pandemi proses belajar dilakukan secara daring dan
anak para Pemohon tidak memiliki handphane;

- Bahwa, anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi:

- Bahwa, setelah berhenti sekolah, anak para Pemchon ikut bekera
bersama kakak kandung anak para Pemohon di rumah makan di
Bukittinggi dengan penghasilan sejumiah RpE00.000,00 (delapan ratus ribu
rupdah) per bulan;

- Bahwa, anak para Pemochon hanya bekefa selama tiga bulan karena
kakak kandung anak para Pemohon berhenti bekerja, meka anak para
Pemohon juga berhenti bekerja disana;

- Bahwa, sast ini anak para Pemohon tidak bekerja;

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak =da
paksaan dari siapapun;

- Bahwa, anak para Pemohon tidak permah mengalami kekerasan seperti
dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan Lain;

- Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas oleh
orang tea dan dibiayai hidupnya oleh orang tua;

- Bahwa, anak para Pemohon dissuh dengan baik oleh orang tuanya, diobati
ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati wakbu

luangmya;
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- Bahwa, anak para Pemohon sudsh siap untuk menjadi seorang istri atau
ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keduarga dengan baik;

- Bahwa, anak para Pemohon terkadang meninggalkan ibadah shalat wajib;

- Bahwa, ansk para Pemohon telsh mengenal calon suami anak para
Pamohon melaks facebook sejak Marst 2023, dimana setelsh berkenalan
salama kurang lebih lima han keduanya berhubungan dekat hingga saat
iniz

- Bahwa, anak para Pemchon sudah mampu mengelola keuangan saat
menikah;

- Bahwa, anak para Pemohon sudah mengetahui segala nsiko menikah saat

- Bahwa, pernikshannya tidak dapat ditunda karena telah melakukan
hubungan suami istri dengan calon suami sebanyak tiga kali;

- Bahwa, anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para
Pemohon pada tanggal 2 Movember 2023;

- Bahwa, anak para Femohon belem permmah menikah dan tidak dalam
larmaran laki-laki lain selsin Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basr;

- Bahwa, antara anak para Pemochon dan calon suami anak para Pemohon
tidak terdapat hubungan darah, semenda Maupun SeQErsUSLERN;

- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para
Pemohon berstatus perjaka;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bermmama Ahmad Fauzi
Pratama bin Asnul Basr, umwr 16 tehun & bulan, agama lslam, pendidikan
tidak tamat S0, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang,
Magar Limo Koto, Kecamatan Koto Wi, Kabupaten Sijunjung, telsh
membenkan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ingin  medsnjutkan
pendidikan lagi;

- Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon bercerai demgan
Pamohon saat calon suami anak para Pemohon duduk di kelas IV 5D
sekitar tahun 2013;

- Bahwa, saat ini ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah
meninggal tahun 2016;
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Bahwa, ibu kandung calon suami anak para Pemohon menikah kembali
tahun 2015;

Bahwa, setelah berhenti sekolah calon suamd anak para Femohon
membantu ibu kandung bekerja;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendin;
Bahwa, pemikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para
Pemohon tidak dapat ditunda karena telah melakukan hubungan swami istr
dengan calon suami sabanyak dua kali yakni dua bulan lalu dan satu bulan
lalu;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini belum melaksanakan
ibadah shalat walib;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah mengenal baik anak para
Pemohon sejak sembilan bulan lalu melalui facebook, dan sejak delapan
bulan lalu calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon
menjalin hubungan dekat hingga sast ini;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidek keberatan jika saat ini
belum menikah;

Bahwa, calon swami anak para Pemohon Bdak permnah  mengalami
kekerasan seperti dipukul, ditendang. dibentak-bentak mauwpun kekerasan
lain;

Bahwa, selama ini calon suami anak para Pemohon dapat bermain secara
bebas oleh orang tea dan dibiayai hidupnya oleh orangtes;

Bahwa, calon suami ansk para Pemohon diasuh dengan baik oleh oremg
tuanya, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk bernstirshat dan
menikmati wakiu luangnys;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagal pembajak
sawah, dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus nbu nepish) per
han;

Balhwa, calon suami anak para Pemohon juga membantu orang tua bertani
cabai merah dengan menjual cabai merah tersebut di Pasar Tanjung
Ampalu setiap hari Senin dan dijual ke foke setiap har Rabu. Selain i,
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manakik dengan penghasilan sekitar Rp300 000,00 (tiga rates ribu nupiah)
per Mg,
Bahwa, calon susmi anak para Pemchon tidek sedang dalam ikatan
pemikahan dengan perempuan lain;
Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para
Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima anak para Pemchon dan
keluarga;
Bahwa, antara calon susmi anak para Pemohon dan anak para Pemohon
tidak terdapat hubungan darah, semenda Maupun SepErsUSLEN;
Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan anak para
Pemohon berstatus perawan:

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bemama

Asnul Basri telah meninggal dunia dan ibu kandung calon suami anak para
Pemohon yang bernama Levi Rosmanidar binti Dahlius, umar 35 tahun, agama
lslam, pekerjaan dagang. tempat kediaman di Jorong Koto Fanjang, Magan
Limo Kobe, Kecamatan Koto Vi, Kebupaten Sijunjung, telah memberikan
keterangan di persidangan sebagal berikut:

Bahwa, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin
Asnul Basri menikah ates keinginan sendiri dan tidak ada paksasn dari
siapapun;

Bahwa, tidesk sda larangan secara hukumn Islam atas pernikahsn antara
Gina Lorenja binti Zulkamaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asmul
Baari;

Bahwa, pernikahan antara Gina Lorenja binti Zulkamaini dengan Ahmad
Fauzi Pratama bin Asmil Basr tidak dapat ditunda karena antara anak
Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta,
hubungannya swdsh sangat erat dan telah melakukan hubungan suami
istriz

Bahwa, ibu calon suami anak para Pemohon, maupun salunh keluangs
besar sudah menyetujui dan merestul permnikahan mereka;

Bahwa, ibu calon suami anak Pemchon siap mendampingi dan
mambenkan dukumngan maorl dan materiil kepada kedua calon mempelai;
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Bahwa untuk membuktiken dalil permohonannya, para Pemochon

dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.

Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk &tas nama Pemohon | MIK
1303081407710001 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipd Kabupatenm Sijunjung. Bukt
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinga
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bulkd
{P.1), tanggal dan paraf Hakim;

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk stas nama Pemochon Il MIK

1303084 107850043 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipd Kabupaten Sunjung.  Buki
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinga
yang ternyata sesuai dan telsh dinazegelen, kemudian diberi kode bukt
(P.2), tanggal dan paraf Hakim;

. Fotokopi HKaru Keluarga atas npama Pemohon | Momor

1303080007120053 tanggal 13 Movember 2020 yeng dikelearkan cleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Sijunjung. Bukt
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegeden, kemudian diberi kode bukt
(P.3), tanggal dan paraf Hakim;

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atss nama anak para Permohon MIK

1303085204060006 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Sijunjung. Bulkd
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinga
yang ternyata sesuai dan telsh dinazegelen, kemudian diberi kode bukd
{F.4), tanggal dan paraf Hakim;

. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ansk para Pemohon, stas nama Gina

Lorenja Momor 1303-LT-10072019-0028 tanggal 10 Juli 2018 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sijunjung. Bukii swrat tersebut telah diperikea oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang temyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
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6. Fotokopi Surat Ketersngan Domisili atas nama calon suami anek para
Pemohaon nomor 47001 30AVMLE-2023 tanggal 10 Movember 2023 yang
dikeluarkan obeh Wali Magari Limo Koto, Kecamatan Koto Vil, Kabupaten
Sijunjung. Bukli suret tereebut wlah diperiksa oleh Hakim, dicocokdon
dengan aslingya yang temyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P_6), tanggal dan paraf Hakim;

T. Fotokopl Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas
nama Ahmad Fauzl Priama Momor 1303-LT-03042017-0023 tanggal 03
April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukli swrat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang termyata sesual dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukdi (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

B. Fotokopi ljazah anak para Pemohon, stes nama Gina Lorenja Momor
DM.OB/D-SDAG0002685 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh
Kepala SDM. § Guguk, Bukti surat tersebut telah diperiksa cleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang fernyata sesusl dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

B. Asli Surat Keterangan HNomor: 385Pusk-Gbk/XI/2023 tanggal 10
Movember 2023, yang dikeluarkan cleh Dokter Puskesmas Gambok.
Bukhi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (F.9), tanggal dan paraf Hakim;

10.Asli surat penolakan kehendak nikah (Model N-T) dar KUA Kecamatan
Foto Wi, Momor 232/Kua.03.3_3Pw.01/1 172023 tanggal 08 Movember
203, Bukdi surat tersebut telsh diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi
kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11.Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atzs nama eyah calon
suami anak para Pemohon nomor 4721230WNLE-2023 tanggal 10
Movember 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagan Limo Koto,
Kecamatan Koto VI, Kabupaten Sijunjung Bukti swrat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesual
tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukt (P.11), tanggal dan paraf
Hakim;
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12.Fotokopi Karlu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak para
Pemohon  MNIK 13030881048 T0001 tenggal 17 Juni 3021 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuwpaten
Sijunjung. Bukti surst tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
demngan aslinya yang fernyata sesuai tanpa dinazegelen. kemudian diben
kode baskti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chandra Momor 130308291 2090001
tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Siunjung. Bukf surat tersebut telah
diperiksa obeh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesual
tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf
Hakim:

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya
secara tertulis tanggal 29 Movember 2023 melalui Sistem Informasi Peradilan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjuinys untuk mempersingkat uraian penstapan ini, Hakim
menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini yang memnipakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKLM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara &8 gquo adalah perkara permohonan
dispensasi nikah, maka sesual Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum
Undang-undang Momor ¥ Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Momor 3 Tahwun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
undang Momor 50 Tahun 20089 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan
Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11,
Peraturan Mahkamah Agung RI Momor § Tehun 2049 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemernksssn perkara ini
dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;
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Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihatipenjelasan
gecara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, cakon suami
anak para Pemcohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon perihal
resiko dari pernikahen anak di bawsh urmur, diantaranya kemungkinan anak
tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi. atau bahkan
anak putus sekolsh tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis ongan
reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi
dan emosi anak belum matang, yang semua itw akan rawan memicu
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon,
anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon
suami anak para Pemohon menyatakan tetap mengajukan  permohonan
dispensasi kawin ini, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan
Mahkamah Agung Rl Momor 5 Tahun 2019 terntang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin:

Menimbang, behwa di persidangan para Pemohon mengadakan
perubahan pada permohonannya dengan memperbaiki posita tentang usia
anak, dan termmyata perubahan tersebut tidak melampsaui sebagaimana diatur
oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tetap
berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan
tdak dibenarkan mengubsh kejadian  materl yang menjadi  dasar
permohonannya, dan karenanya perubahan tersebut tidak mengubah kejadian
materil, maka sesual dengan hukwm acara yang berlaku, secara fomil
perubahan tersebut dapat diterima sehingga permohonan dapat diterima untuk
diperikea dan disdili;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan
anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, sera ibu kandung calon
suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dan
mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan
Mahkameh Agung Rl Momor § Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin;

Hilarsan 12 din 23 halemin, Parsrtagen Momer 200 P 22023 50
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Femohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu
PA, P2 P3 P4, PS5 PE PT PS8 P9 P10, P11, PA2Z dan P13 maks
terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin:

Menimbang, bahwa atas bubkdi-bukti tertulis P.1, P2, P.3, P4, PS5, PE,
P.F dan PO, yang diajukan para Pemohon. yang telah bermateral cukup dan
dinazegalen kantor pos serta merupakan ashi dan folokopl dari akta obentik,
dimana atas bukti tersebut Hakim telsh mencocokan dengan aslinya termyata
gesual, dan pula telah memenuhi ketentean Pasal 2 ayat (3) Undang-undang
Momor 13 Tahun 1885 tentang Bea Materai, maka sesual dengan Pasal 1868
dan Paszal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg. Hakim berpendapat alat bukf
terlulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang
sempuma dan mengikat (volledig en hindende bewiskracht);

Menimbang, bahwa atas bukti P_8 telah dinazegelen namun tidak dapat
diperlihatkan aslinga, oleh karena i, maka berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung Momor 580 K/Sip/MOT0. tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan
bahwa “Surat bukti yang tidak bermeteral tidak merupakan alaf bukli yang sah”,
ditambah lagi tidak dapsat diperihatkan aslinya berdasarkan Pasal 301 RBg js.
Pasal 1888 KUHPerdata, Putusan Mahkamah Agung Momor 7041 K/Sip1974
dan Putusan Mahkemah Agung Momor 112 K/PdtM996, yang menyatakan
bahwa Yofokopi yang tidek permah ditunjukkan/diperihatkan azlinya tidsk dapat
dipergunakan sebegel alaf bukfi yang ssh” Dengan demikian, secara legal
formal alat bukti P.& tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukii surat
sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti swrat yang sah dalam
perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P10, P11, P12 dan P.13
tidak dinazegelen. Bukl tersebut tidak memenuhi syarat administratif olsh
karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Momor 13 Tahun 1985 tentang Beaa Materal sehingga bukt tersebut
tidak memenuhi syarat formi. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti 2
quo tidak memenuhi syarat formil alat bukf surat sehingga tdak dapat

Halisian 15 dan 15 haleman, Panrtasan Momes 200 92001 5Pa )
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dinyatakan sebagai alat bukd surat yang sah dalam perkara ini dan harus
dikesarmpingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, maka
telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon
suaminya beragama |slam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, P2, P.3 dan P4, maka
telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di
wilayah Sijunjung:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P-5, maka telah terbulktbi
di persidengan Gina Lorenja binti Zulkamaini adalah anak kandung para
Pamohon;

Menimbang, balvwa berdasarkan bukt P.3, P4, PS5, PG, P.7, P9 dan
P12, maka telah terbukti di persidangan Gina Lorenja bint Zulkarnaini akan
sepgera menikah demgan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, akan tetap
Gina Lorenja bintl Zulkamaini masih berumur 17 tahun 6 bulan, adapun Ahmsed
Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah barumur 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukii P9, Gina Lorenja bing
Zulkamaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah mendapatkan
edukasi perkawinan dari Puskesmas Gambok sehingga telah memahami
kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan jika
menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P32, P.5, P.T maka telah terbuks
di persidengan antara Gina Lorenja binti Zulkamaini demngan Ahmed Fauzi
Pratama bin Asnul Basn tidak ada hubungan keluarga/sedarah atsu sesusuan,
Gina Lorenja binti Zulkamnaind tidak dalam lamaran leki-laki lain dan tdak
pernah menikah dengan laki-laki lain dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul
Basri tidak pernah menikah demgan perempuan lain sera tidak sda larangan
lain yang menghalangi keabsshan perkewinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan
calon suami anak para Pemohon, Gina Lorenja binti Zulkamaini dan Ahmaed
Fauzi Pratama bin Asnul Basr akan mampu baik secara fisik, psikis maupun
ekonomi, untuk berumsah tangga, karena. Gina Lorenja binti Zulkamaini siap

Halarsarn 18 dari 23 haliman, Parsrlagan Momer 207 272 023,78 501
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mendampingl secrang swami dan menjedi ibu remah tangga. sedangkan
Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri sudah siap bertanggung jawab sebagai
georang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Feuzi Pratama bin Asmul
Basr sudah bekerja sebagai pembajak sawsh, petani cabai dan manakik
dengan penghasilan Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan anak para Pemohon
dan calon suami anak para Pemohon serta ibu calon suami, maka telah terbulkt
di persidangan. baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing
sudah faham dan siap dengan segala resiko pemikahan dini, kedua orang tua
calon mempelai telah merestui pemnikahan keduanya dan siap mendampingi.
membaniu kedua calon pengantin baik secara maonl, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai,
ibu kandung calon susmi, maka permnikahan antara Ahmed Fauzi Pratama bin
Asnul Basri dengan Gina Lorenja binti Zulkamaini tidak ada wnsur paksaan
atau bahkan eksploitasi seksual. fisik atau ekonomi anak, pemikahan keduanya
atas keinginan masing-masing dan swdah merupakan keputesan terbaik dan
musyawarah kedua keluarga calon pengantn. demi periindungan dan
kepentingan kedua anak itu sendi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut
Hakirm telah menemukan fakta hukum sebegai berikut
1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya bersgama

Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini adalah anak kandung para Pemohon;
Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini akan segera menikah dengan Ahmad
Fauzi Pratama bin Asnul Basri, akan tetapi Gina Lorenja binli Zulkamaini
masih benemur 17 tahun & bulan adapun Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul
Basn telah berumur 16 tahun & bulan:
5 Bahwa, antara Gina Lorenja binti Zulkamaini dengan Ahmad Fauzi
Pratama bin Asnul Basr tidak ada hubungan keluarga'sadarsh atsu
segusuan, Gina Lorenia binti Zulkamsaini tidak dalam lamaran laki-laki lain

Halaman 15 dari 23 haleman, Parstagan Momes 000/ 22 025PA S0
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dan tidak permah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Ahmad Fauzi
Pratama bin Asnul Basr tidak pemah menikah dengan perermpuan Lsin
serta tdak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan
mereka;

6. Bahwa Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak keberatan jika saat ini
belurm menikah;

T. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkamsaini dengan Ahmsad Fauzi Pratama bin
Asnul Basri telah malakukan hubungan suami istri sekurang-kurangnya dua
kealli;

8 Bahwa, kedus orang tua calon mempelasl telah merestui  pernikahan
keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik
secara marnl, maupun materil;

9 Bahwa, kedua orang tua calom mempelai telah merestui pemikahan
keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik
secara maril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakia hukum tersebut Hakim
dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tensrai dibawah ind;
Menimbang, bahvwa para Pemochon dan anaknya berdomisili di wilayah

hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sessuai ketentuan Pasal 9

Peraturan Mahkamah Agung RI Momor § Tahun 2049 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kewin, serta berdasarkan buku Il tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administresi Persdilan Agama Edisi revisi

2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan

dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atsu Mahkamah

Syariyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atsu orang tua

calon mempetai tersebut berternpat tinggal”, maka dengan demikian Fengadilan

Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatf untuk memenksa perkamn

& Qu;

Pertimbangan Petitum mengenal Usia Menikah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ¥ ayat (1) Uindang-Undang Momor

16 Tahuwn 2019 tentang Perubahen atas Undang-Undang Momor 1 Tahun 1874

Falimmarn 16 dari 25 haliman, Parstigan Momer 301 920098 5
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tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubshan batas usia bagl perempuan
untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Paszal
T ayat (1) Undang-Undang Momor 16 Tahun 2018 tentang Perkawinan bahwa
“Parkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18
(sembilan belas) tahun®, haruslah ditafeickan bahwa Undang-Undang
Perkawinan tdak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah wmur karena
prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan teraujud:

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di
masyarakat bahwa perkewinan di bawah wmur banyak berujung pada
perceraian yang secara garis besar dapat ditank kesimpulan disebabkan oleh
karena belum siapnya suami atau istri pasangan mada di bawar umur secara
fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah
tangga, menghadapi dan menyesaikan problematika rumah tangga yang sangat
kompleks. Dan permikahan dind jugs memberikan dampak lain yang tidak dapat
disepelekan bahwa semakin meningkatnya anghka kematian ibu saat hamil atau
melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa
calon suami istri hanus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsunghan
perkawinan agar dapat mewujudkan tujusn perkawinen secars baik tanpa
berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan
sehat,

Menimbang, bahwa demnikianish prinsip, maksud dan fujuan dan Undang-
Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita unituk
menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk kelusrga yang bahagia,
kekal dan sejahtera yang telsh dicta-citakan dalam  Undang-Undamng
Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk ity suami istri
perlu  saling membanty dan melengkapi  egar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejshteraan
gpintual dan material;

Halasman 1T din 25 haleman, Pemrtasan Momer 300, %90 015,78 S
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Menimbang, sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Momar
16 Tahun 2019 tentang Perubshan Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Momor 23
tahun 3002 tentang Pedindungan Anak yang telah diubah dengan Umndang-
Undang Momor 35 Tahun 2014 aguo juga mengatur bahwa salah satu dan
kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegsh perkawinan di usia
anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat
{1) angka (3) Undang-Undang Momor 23 tahun 2002 tentang Perdindungan
Anak Undang-Undang Momeor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa para Pemohon
sebagai orang tua berkewsjiban dan bertanggungawab untuk mengunes,
mamalihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak
sesual dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan
di usia anak-anak:

Menimbang, bahwa adanya fakia anak para Pemohon pada hakikatnya
tidak dapat dinikahkan dengan calon swaminya karena kedusnya belum
mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-
Undang Momor 1 Tahun 1874 sebsgaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung RI Momor 5 Tahun 2049 tentang Pedoman
Mengadili Permohoan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakia bahwa anak
para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon
suaminya dan keduanya telah medskukan hubungan suami st sekurang-
kurangnya sebanyak dua kali. Namun, calon suami anak para Permohon dalam
hal ini bebum siap secara psikis untuk menjadi suami yang bertanggung jawab,
sehingga adanya alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan it
belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewsajibkan perkawinan
hanya diiizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) tehun mengingat kedua slzsan tersebut tidaklah bersifat
‘alasan mendesak’;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan ‘alasan mendesak’ yang
dengannya seorang anak yang belum berusia 189 (sambilan belas) tahun dapat

alissar 16 dari 25 haliman, Parstisan Nemes 200 e 920259 1
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diber dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut
Penjelssan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Womeor 1 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 16 Tahun 2000
tentang Perkawinan, adalsh suatu keadssn tidak ada pilihan lain dan sangat
terpaksa hares dilengsungkan perkawinan, sedangkan fskia-fakis yang
terunghkap di persidangan menunjukkan sebalilnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Momor 1 Tahun 1874
tentang Ferkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor
16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sabagai suami istn
dengan tujuan membentuk keluargs atau rumah tangga yang bahagia dan
kehal bordosorkan Kotuhonaon Yang Maha Eoa;

Menimbang, bahwa wsia anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yaitu
17 tahun 6 bulan dinilai masih tergolong anak-anak, dan harnes diberikan
perhatian khusus baik dari sisi pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan
psikis wuntuk dipersiapkan menjadi seorang istri kedepannya ketika memang
mau menikah pada umur 19 tahun. Begitu juga dengan calon suaminya yang
bahkan lebih muda usisnya yakni 16 tahun 6 bulan. Jikalau dipaksakan
menikah pada usia tersebut maka akan menimbulkan kemudharatan dalam
rumah tangganya karena secara okal, pikren serta kematangan psikis,
spritualnye befum siap dan masih dibewah tekanan orangiua dan orang dewasa
lainnya, dan belum siep untuk mengambil sebush keputusan dan sikap, berarti
pengaruh orang dewasa sekitamya masih dominen dan besar, apalagi mau
menjalani bahtera rumah tangga yang penuh tantangan dan godaan, sehinggs
dalam hal ini beraku kaidah:

e Bl

Artinya : “Kemudharatan (sedapal mumngkin) harus difhifangkan ©

Menimbang, bahwa keterangan anak para Pemohon dan calon suami di
persidangan bahwa keduanya belum mampu menjalankan ibedah shalat wajib
dan belum mampu menghindarkan dirinya sendifi dar perbuatan zina ielah
menunjukkan bahwa kedua calon mempelai belum mampu berfikir dewasa,
kurang memsahami tata cara beribadah dengan baik dan belum mampu
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menjaga dan menghindarikan diri dari perbustan zina, pedahal anak para
Pemohon akan menjsdi ibu yang dalam hal ini akan menjadi sosok penting bagi
anak-anaknya kelak, sehingga anak para Pemohon dipandang belum memiliki
kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu jugs
dengan calon suami yang menyatakan tidak masalah jika pemikahan ini tidak
dilangsunghan, talah menunjukkan bahwa calon suami ansk para Pemohon
dipandang belsm memiliki kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan
perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak para
Femohon dan calon suami dalam menjalani perkewinan, tenty skan sullt untuk
miswujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pesal 1 Undang-
Undang Momor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum
kslam dam ketenbuan al-Owrean dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa kebdakmatangan dan ketdaksispan kedua calon
mempelai akan berdampak pada kehammonisan kehidupan berumah tangga.
dan membawa kemadharatan bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi
kehidupan berumsah tangga sebsgal mana Kaidah figh dalam kitab al-Asybéh
wa an-Mazh&ir karangan as-Suydthi. jilid |, helaman BY. yang selanjuinya
diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

g S ) 5 e ikl ey ) i el 1
Artinya: Apabila terdapat dus mudaral makas mudarat yang lebih ringan

harus dikerakan demi menjaga agar mudarat yang lebih bezar hdak fevadl.

Menimbang, bahvwa dalam perkara & guo terdapat dua mudarat (kondisi
yang tidak menguntungkan) yang harus dipidih. Perama, menolak pemberian
dispensasi kawin menyebabkan anak para Pemohon akan kembali melakukan
zina dan mendapat stigma mnegatif dar masyarakat Kedua, memberikan
dispensasi kawin ketika anek para Pemohon bam beremur 17 tahun & bulan
akan melahirkan banyak naiko mulai dani nsike Kesehatan reproduksi, kondisi
fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mepan, nsiko putus
seholah, risiko lahimya anak premsatur yang menyebabkan cacat pada bayi.
bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan
dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjedinya perceraian;

FHalassan 10 dani 25 haleman, Parsrtigan Momar 300 Rk 82 003,P8 S0
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Menimbang, bahwa hal-hal tersebut sejalan pula dengan kaidah-kaidah
fighiyah berikut.
gl s e ) s ¢ 55
Artinya: “Menoclak kerusskan lebih didshulukan dan pada mengambW
kebaikan"
all 5 m s A il 55l Jang
Artinya: “Bshays pnvat boleh ditanggung guna menofak bahaya
umumymasyarakat’
Sy 05 91 5k
Artinya: “‘Bahaya yang lebih besar harus ditolask meskipun dengan
harus menanggung bahaya yang lebih kecil.*

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah figh di atas, dalam
perkara 8 quo Hakim mendai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang
muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dan pada
mudarat yang muncul apabila permohonan inl déikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dan istrinya telah
melakukan perbuatan zina dan telah mencoreng nama bak keluarga,
menunjukkan bahwa Pemohon sebagal orang tua tidak membimbing anaknya
untuk memahami dan menerapkan néai-nilal agama dan sosial serta mencegah
anak dari pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagal orang tua memiliki tanggung jawab
untuk menyelenggarkan kepentingan terbaik bagl anak sebab anak merupakan
generasi penerus yang harus memiliki kualtas dan ketangguhan dalam
menjalani kehidupan masa depan, jJangan sampai orang tua meninggalkan
generasl yang lemah dan tidak memiliki imu yang memadai, hal demildan
relevan dengan fiman Allah datam Surat An-Nisa ayat 9 sebagal berikut:

Yy gl e 1A i 5551 ppla 51 855 9 0
Vi

Artinya, “Dan hendakiah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya

mereka meninggaikan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka

khawatir terhadap (kessjahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendakiah mereka
bertakwa kepada Allah, dan hendakiah mereka berbicara dengan tutur kats

yang benar;
Halaman 21 dart 23 haleran, Perwtioen Nomoe 2010t /2023 /PA S
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Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1)
angka (3) Undang-Undang Momor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Momor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-
Undang Momor 17 Tahun 2016 tentang Perindungan Anak yang menyatakan
bahwa orang tua berkewajiban dan berfanggungjawab wntuk mencegah
terjadinya perkawinan pada wsia anak-enak, hansslah dipahami dalam kerangka
menjaga dan melindungl kepentingan terbalk bagi anak di mana menurut data
LUinited Waflons Children's Fund (UMICEF) tahun 2014, perempuan yamg
melahirkan pada usia 15-18 tahwn beresiko mengalami kematian dua kali lebih
besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20
tahun dan dalam hal ini anak para Pemohon juga masih berusia 17 tahun 6
bulan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim
berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang disjukan oleh
Pemohon tidak beralesan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yamng
dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Momor 16 Tahun 2019
perubahan Undang-Undamg Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta
wdak memenuhi ketentean oleh kerenanya terhadap petiium angka 2
permohonan para Pemchon agar Pengadilan Agama member dispensasi
kepada anak para Femochon untuk menikah dengan calon suaminya harus
dinyatakan ditclak;

Blaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh kerena perkara 8 guo termsasuk dalam bidang
perkawinam, maka berdasarkan ketentusn Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Momor T Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2008, terakhir diubah dengan
Undang-undang Mo. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemchon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serts ketertusn
dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAFKAN
1. Menolak permohonan Femohon | dan Pemohon II;

alssan 13 dari 25 baliman, Parstisan Nomes 300, 92 02594 511
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2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu
rupiah);

Demdkian penetapan inl diatuhkan pada hari Kamis tanggal 7
Desember 2023 Masshi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadi Wia 1445
Hiyriyash, oleh Aprna Chintya, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Rosniwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Halkim
ttd
Aprina Chintya, S H
Panitera Pengganti
ttd
Rosniwati, S.H
PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNEBP

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama Rp 10.000,00

c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 0,00
4. Meterai Rp 10.000,

Jumiah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 25 dart 23 haleman, Pereticen Nomor 201/Pd 9/2003/PA S0
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